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SALINAN 

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 
NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BELITUNG TIMUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedo I an Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarla Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); I 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

I Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 g Sistem 
Perencana.an Pembangunan Nasional n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan 
Lemboaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

8 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint an Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4438) ;  

9 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P jak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi, I n d o n e s i a  

Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran N e ga r a  Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang P mbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Nega a Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lemb ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana t lah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2 0 1 9  tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 183,  Tambahan 
Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 4  
Nomor 244 , Tambahan Lernbaran Negara Republijk Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 5 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 ahun 2 0 1 4  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega a Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58 ,  Tambahan Lemb ran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679 ) ; 

12 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4  tentang dministrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indo iesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nega a Republik 
Indonesia Nomor 5601) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 74 Tahun 
2012  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bad n Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 2  
Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Nomor 5340); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tehtang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 'Tahun 2005 
Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia 

Nomor 4575 ) ;  



15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten ang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lemb ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana t lah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2 1 0  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 ahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemb ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 1 1 0 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 ) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenta g Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  tent ng Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republ k Indonesia 
Tahun 2010  Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2  te tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia 
Nomor 5272); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2 0 1 6  tenta g Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 2 4. ,,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun tent.ang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 7  
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republij Indonesia 
Nomor 6041 ) ;  

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7  t  ntang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Ang ota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 106, Tambahan Lem aran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 8  tent ng Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 
2018  Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indones ia 
Nomor 6178) ;  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018  tenta g Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 20 18  
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia 
Nomor 6279); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019  ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N e g ar a  Republ ik 
Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 42, Tambahan Lem aran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tent 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repub · Indonesia 
Nomor 6385); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 te tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka endukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lemb an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 12 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Dae ah (Berita 
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N o mo r  2036); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20 2 0  tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (B rita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

dan 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
DAERAH. 

B AB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

UANGAN 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Ind nesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatu Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang D sar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Menteri adalah menteri yang urusan 
pemerintahan dalam negeri . 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dew 
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas 
perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-lua nya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repub · Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang D sar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupa en Belitung 
Timur. 



5. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 
6 .  Bupati a.dalah Bupati Belitung Timur. 
7.  Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupa en Belitung 

Timur; 
9.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn a disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Belitung Timur. 

10 .  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaji an Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan aerah yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk ke ayaan yang 
dapat dijadikan milik Daerah berhubung deng hak dan 
kewajiban Daerah tersebut. 

1 1 .  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruh n kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, elaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawa an, dan 

pengawasan Keuangan Daerah. 
12 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

13 .  Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke ka 
14 .  Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari k 
15 .  Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah ang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam p riode tahun 
anggaran berkenaan. 

16 .  Dana Transfer Umum adalah dana yang dialoka ikan dalam 
anggaran pendapatan dan belanja negara kepada D erah untuk 
digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah gu a mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan dese tralisasi. 

1 7 .  Dana Transfer Khusus adalah dana yang ialokasikan 
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ke ada Daerah 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegia an khusus, 
baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

18 .  Dana Bagi Hasil yang selanjuznya disingkat DBH bdalah dana 
yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daer h penghasi l  
berdasarkan angka persentase tertentu den tujuan 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuan, antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 

19 .  Dana Alokasi Umum yang selanjutnya gkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari anggaran pen apatan dan 
belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar Daerah untu mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan dese tralisasi. 

20 .  Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disi gkat OAK 
adalah dana yang bersumber dari anggaran pen apatan dan 
belanja negara yang dialokasikan kepada Dae ah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai keg ia tan  khusus 
yang merupakan urusan pemerintahan menjadi 
kewenangan Daerah. 

2 1.  Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 



22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang p er l u  dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diteri a kembali, 
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 
tahun anggaran berikutnya. 

23 .  Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang me gakibatkan 
Daerah menerima sejumlah uang atau meneri a manfaat 
yang bernilai uang dari pihak lain sehing a Daerah 
tersebut dibebani kewajiban untuk membayar embali . 

24. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Uta g adalah 
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerinta Daerah 
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang apat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundan -undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang s 

25. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentu investasi 
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah lainnya, badan layanan umum da rah mi l ik 
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha 
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat 
dengan hak memperoleh bunga dan pengembl ian  pokok 
pinjaman. 

26 .  Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan unt k mendana i 
kebutuhan pembangunan prasarana clan sarana. aerah yang 
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu} tahun anggar.n. 

27. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuit s atau nilai 
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran at u konsumsi 
aset atau timbulnya kewajiban. 

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen erencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yan selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan D erah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya d isi gkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang endapatan , 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang rr endasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

3 1.  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada peran kat Daerah 
untuk setiap program dan kegiatan sebagai uan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran atuan kerja 
perangkat daerah. 

32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan an belanja 
satuan kerja perangkat daerah atau dokumen ya g memuat 
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan atuan kerja 
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi benda ara umum 
Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusuna rancangan 
APBD. 



33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan engambilan 
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilak kan dalam 
perspektif lebih dari 1 (satu) tahun a n gg a r a n  dan 
mempertimbangkan implikasi biaya akibat kepu usan yang 
bersangkutan pada tahun berikutnya yang ditua kan dalam 
prakiraan maju. 

34. Program adalah bentuk instrumen kebijakan y 1 

( satu) a tau le bih Kegiatan yang dilaksanakan 
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dik ordinasikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasara dan tujuan 
pembangunan Daerah. 

35 .  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilak anakan oleh 
1 (satu} atau beberapa satuan kerja perangkat da rah sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil atau s mber daya 
manusia, barang modal termasuk peralatan d n tekno logi, 
dana, atau kombinasi dari beberapa atau se ua jenis 
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk enghasilkan 
keluaran dalam bentuk barang/jasa.  

36 . Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dian garkan dan 
dilaksanakan un tuk masa le bih dari 1 ( satu) tah n anggaran 
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahu jamak. 

37 .  Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan leh kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 
tujuan program dan kebijakan. 

38 .  Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan erfungsinya 
keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program. 

3 9 .  Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

4 0 .  Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/ke iatan yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang teru ur .  

4 1.  Kas Umum Daerah adalah tempat penyimp nan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh Penerimaan Daerah dan memba ar se luruh 
Pengeluaran Daerah. 

42 .  Rekening Kas Umum Daerah adalah rekcning tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan o l e h  B u p a t i  
untuk menampung seluruh Penerimaan aerah d a n  
membayar seluruh Pengeluaran Daerah bank yang 

ditetapkan. 
4 3 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerj Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD ada ah dokumen 
yang memuat pendapatan dan belanja satuan k et j a  perangkat 
daerah atau dokumen yang memuat pendapa an, belanja, 
dan Pembiayaan satuan kerja perangkat erah yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum aerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran o h pengguna 
anggaran. 



Beban 

disingkat 
n untuk 
as Beban 
bagai UP 

ai kegiatan 
aerah/unit 
membiayai 

nya tidak 
embayaran 

50. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutny 
SPM-UP adalah dokumen yang diguna 
penerbitan surat perintah pencairan dana 
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan 
untuk mendanai Kegiatan. 

5 1.  Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persel liaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yan digunakan 
untuk penerbitan surat perintah pencaira dana atas 
Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dfpergunakan 

untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 
52. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digun kan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana tas Bcban 
pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan danany tidak dapat 
menggunakan LS dan UP . 

53. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digun kan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana 
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

54. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutny disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan seb gai dasa.r 
pencairan dana atas Behan APBD . 

4-.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat/SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana s e] a g a i  dasar 
penerbitan surat permintaan pembayaran atas elaksanaan 
APBD. 

45. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya d isingkat SPP 
adalah dokumen yang digunakan untuk nengajukan 

permintaan pembayaran. 
46. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat p adalah 

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yan diberikan 
kepada bendahara pengeluaran untuk membia 
operasional pada satuan kerja perangkat 
satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untu 
pengeluaran yang . menurut sifat dan tujua 
mungkin dilakukan melalui mekanisme 
langsung. 

47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingka LS adalah 
Pembayaran Langsung kepada bendahara p ngeluaran/ 
penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, 
dan/ a tau surat perintah kerja lainnya melalui pen rbitan surat 
perintah membayar langsung. 

48. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepad bendahara 
pengeluaran/bendahara pengelua.ran pemba tu u n t u k  

membiayai pengeluara.n atas pelaksanaan APBD yang tidak 
cukup didanai dari UP dengan batas waktu da am I (satu) 
bulan. 

49. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis ngkat SPM 

adalah dokumen yang digunakan untuk pene bitan surat 
perintah pencairan dana atas Beban pengell taran DPA 
SKPD. 



55. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disin kat BMD 

adalah semua barang yang dibeli atau dip roleh atas 
Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya y a n ug  sah. 

56. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjut ya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi peneri aan dan 
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode angg ran. 

57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wjib dibayar 
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemeri tah Daerah 
yang dapat: dinilai dengan uang sebagai akib t perjanjian 
atau akibat lainnya berdasarkan ketentu peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah . 

58. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut P e rda  adalah 
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

59. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Belitung Timur . 
60. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan p merintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan p nyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat 

6 1.  Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan merintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Belitur g Timur .  

62. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan emcr intahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Be itung T imur  

sesuai dengan potensi yang dimiliki Ka bu paten Beli lung T imur .  
63 . Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untu, memenuhi 

kebutuhan dasar. warga negara. 
64. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentua, mengenai 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merup kan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh s tiap warga 
negara secara minimal. 

65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn a disingkat 
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemer ntah Daerah 
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

66. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penun ang Urusan 
Pemerintahan pada Pemerintah Daer {h  yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

67 .  Unit SKPD adalah bagian SKPD yang mela l 
(satu) atau beberapa Program. 

68. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutn a disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh s tuan kerja 
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat da.erah pada 
satuan kerja perangkat daerah dalam memberik n pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian d ri ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya . 
69. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingka PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPD yang 
dipimpinnya. 

70. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian ke enangan PA 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi S PD .  



7 1 .  Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutn a disingkat 
TAPD adalah tim yang bertugas menyi pkan dan 
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah da am rangka 

penyusunan APBD. 
72. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD bcrt indak 
sebagai bendahara umum daerah. 

73. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dis ingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasit s sebagai 
BUD. 

74. Kuasa BUD adalah pejabat yang un tuk 
melaksanakan tugas BUD. 

75. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit KPD yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan] dari suatu 
Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

76. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerj: Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK S PD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata angan pada 
SKPD. 

77. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang dit njuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menataus:/hakan,  dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Dae ah da lam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .  

78 .  Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yan ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menataus hakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperl an Belanja 
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada S <PD .  

79. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutny} disingkat 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil d n pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas alam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negar lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

80 . Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutny disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh at u sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

8 1 .  Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas asuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arusl kas keluar 
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup gu a mendanai 
pelaksanaan APBD dalam setiap periode . 

82. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik ri proscdur .  

penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk newujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sa ;pai dengan 

pelaporan keuangan di lingkungan Pemerinta Kabupatcn 
Belitung Timur. 



83. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konv nsi, aturan 
dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerinta Kabupaten 
Belitung Timur sebagai pedoman dalam men usun dan 
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daer h untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keua gan dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 
terhadap anggaran, antar periode maupun antar et titas. 

84.  Bagan Akun Standar yang selanjutnya disi gkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkai transaksi 

keuangan yang disusun secara sistemati: scbagai 

pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 
keuangan Pemerintah Daerah. 

85. Hari adalah hari kerja. 

Pasal2 

Keuangan Daerah meliputi: 
a. hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retri' usi Daerah 
• serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban Daerah untuk menyelenggaraka Urusan 

Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak k 
c. Penermaan Daerah; 
d. Pengeluaran Daerah; 
e .  kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, se ta hak lain 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan aerah yang 

dipisahkan; dan/ atau 
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemer i rl tah  Daerah 

dalarn rangka penyelenggaraan tugas Pemerinta an Daerah 

dan/a:au kepentingan umum . 

Pasal3 

( 1 )  Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara t rtib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung j wab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, ma faat untuk 
masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dim ksud pada 
avat ( 1 )  diwujudkan dalam APBD. 

(3)  APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m e r u , a k a n  d a s a r  
bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan P e n d r i m a a n  dan  

Pengeluaran Daerah .  

Pasa l4  

( 1 )  Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  a 
Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu da 
yang didukung dengan bukti administrasi 
dipertanggungjawabkan. 

tertib 

bahwa 

tepat guna 
ang d a p a t  



(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sec ra efisien 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I )  merupakan 
pencapaian keluaran yang maksimum dengan masu an tertentu 
atau penggunaan masukan terendah untuk menca ai keluaran 
tertentu. 

(6) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara ertanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1  merupakan 
perwujudan kewajiban seseorang atau satuan erja untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengend lian sumber 
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayaka, kepadanya 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkdn. 

(3) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secar ekonomis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  merupakan 
perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas t rtentu pada 
tingkat harga yang terendah. 

(4) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan efektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  m c r u p a k a n  

pencapaian Hasil Program dengan target yang telah] di tctapkan ,  
yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan asil. 

(5) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara transparan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  merup kan prinsip 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untu mengetahui 
dan mendapatkan akses informasi seluas-luas ya tentang 
Keuangan Daerah. 

(7) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan me: perhatikan 
rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 aya t ( 1 )  
adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pen 

(8) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan me perhatikan 
kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay t ( 1 )  adalah 
tindakan atau suatu sikap yang dilakukan denga wajar dan 
proporsional. 

(9) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan me perhatikan 
manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud d lam Pasal 3 
ayat ( 1 )  adalah bahwa Keuangan Daerah diutam 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

( 10) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara] taat pad a 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dim ksud dalam 
Pasal 3 ayat ( 1 )  adalah bahwa Pengelolaan Keuargan Daerah 

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundan -undangan. 



BAB II 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAI-1 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan aerah 

Pasal 5 

( 1 )  Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaa, Keuangan 
Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 
kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  mempunyai ke w e n a n g a n :  

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, r a n cv n g a n  Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Pe da tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD ,  rancangan 
Perda tentang perubahan APBD , dan ranca gan Perda 
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan AP D kepada 
DPRD untuk dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan P rda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan Per a tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tel h mendapat 
persetujuan bersama DPRD; 

d . menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuan an Daerah ; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaa mendesak 

terkait Pengelolaan Keuangan Daerah y ng sangat 
dibutuhkan oleh Daerah dan/ a tau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD ; 
g. menetapkan KPA; 
h .  menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran; 
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan emungut.an 

pajak Daerah dan retribusi Daerah; 
j .  menetapkan pejabat yang berlugas melakukan pengelolaan 

Utang dan Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan p ngujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentua peraturan 
perundang-undangan;dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai denga ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) 

terdapat kewenangan Bupati yang lain yaitu p ling sedikit 
menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara 
pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional 
sekolah, bendahara BLUD, bendahara uni t  o r g a nj s a s i  bersifat 

khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang liamanatka1 

peraturan perundang-undangan . 



erdiri a tas: 
Keuangan 

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  Bupati melimpahkan sebagian at u seluruh 
kekuasaannya yang berupa perencanaan, pe ganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelapora dan 
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuan an Daerah 
kepada Pejabat SKPD. 

(5) Pejabat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola 

Daerah; 
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. kepala SKPD selaku PA. 

(6) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ssebagaimana 
dimaksud pada ayat () didasarkan pada prinsi, pemisahan 
kewenangan antara yang memerintahkan, meng 'ji dan yang 
menerima atau mengeluarkan uang. 

(7) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pa d a  ayat (4) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupat i . 

dip isahkan 
suai dengan 

Pasa l6 

( 1 )  Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 
kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dim ksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1 )  berkedudukan sebagai pemilik odal pada 
perusahaan umum daerah atau pcmcgang saham pa a perseroan 
daerah. 

(2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemeri 
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan s 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daer :Ah  

Pasal 7 

( 1 )  Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola. n Keuangan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) 

mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBi , rancangan 

perubahan APBD, dan rancangan pertang ungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APB ; 
d .  memberikan persetujuan pengesahaan DPA SKP 
e .  koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidan Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentua. peraturan 

perundang-undangan ;dan 
f. memimpin TAPD. 

(2) Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Da.erah se bagai mana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a. paling sedikit melip ti : 



a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

.b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi 
Pemerintah Daerah; dan 

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dim sud pada 
ayat (1 )  koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ertanggung 
jawab kepada Bupati. 

(5) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
dimaksud pada ayat (1)  merupakan terkait deng peran dan 
fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Da rah dalam 
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan peny lenggaraan 
urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelola Keuangan 
Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 8 

(1 )  Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan engelolaan 

Keuangan Daerah; 
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, ranc gan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Pe da tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah 
diatur dalam Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD s bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf d berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan 
b. mengesahkan DPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas umum Daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah; 
f. menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembe 

atas nama Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelapor Keuangan 

Daerah; 
1. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan alam hal 

penerimaan dan pengeluaran Daerah ses ai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, tid dilakukan 
melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada a at (2) PPKD 
mempunyai kewenangan lain, yaitu : 



a. mengelola investasi; 
b. menetapkan anggaran kas; 
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D 

d .  membuka Rekening Kas Umum Daerah; 
e. membuka rekening penerimaan; 
f. membuka rekening pengeluaran; dan 
g. menyusun laporan keuangan yang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak Daerah 
dimaksud pada ayat 2 dipisahkan dari kewena 
huruf (e), SKPD sesuai dengan ketentuan peratura 
undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak 

(5) Dalam hal kewenangan mengelola investasi 
dimaksud pada ayat (3) huruf a dipisahkan dari 
SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perunda 
dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 

merupakan 

ebagaimana 
gan SKPKD 
perundang 
aerah. 

ebagaimana 
kewenangan 
g-undangan 

Pasal9 

( 1 )  PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingku gan SKPKD 
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai kuasa BU . 

(2)  Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1  ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(3)  Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempunyai 
tugas: 
a. menyiapkan Anggaran Kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c .  menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengel aran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainny yang telah 
ditunjuk; 

e .  mengusahakan dan mengatur dana yang d iper ukan dalarn 
pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang Daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan, mengelo la/ 

menatausahakan investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan permint an PA/KPA 

atas beban APBD; 
i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama 

Pemerintah Daerah; 
j .  melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daera ; dan 
k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 

(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaima a dimaksud 
pada ayat ( l )  mempunyai tugas: 
a. menyiapkan Anggaran Kas yang dilakuk n dengan 

menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang di usun Kepala 
SKPD untuk ditetapkan oleh BUD ;  

b. melakukan penyisihan piutang tidak te rjag ih  dalam 
mengelola piutang menatausahakan penyisihan ana bergu l ir 
yang tidak tertagih atas investasi; 



c. menyiapkan dokumen pengesahan dan 
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui 
Umum Daerah. 

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bertanggung 

jawab kepada PPKD selaku BUD. 

Pasal 1 0  

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa 
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan be aran jumlah 
uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ a tau rent ng kendali .  

Bagian Keempat 
Pengguna Anggaran 

Pasal 1 1  

( 1 )  Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA SKPD; 
b. menyusun DPA SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pen eluaran atas 

beban anggaran belanja; 
d .  melaksanakan anggaran SKPD yang d ip impinny: ;  
e. melakukan pengujian atas tagihan dan met erintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama deng n pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h . menandatangani SPM; 
i.  mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menj di tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya; 
J .  menyusun dan menyampaikan laporan keuanga SKPD yang 

dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang di imp innya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; de 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dcnga kclcn tuan 

peraturan perundang-undangan . 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  epala SKPD 
selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: 
a. menyusun anggaran kas SKPD; 
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah; 
c . menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Da rah; 
d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pe dapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran D erah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-und ngan tidak 
dilakukan melalui Rekening Kas Umum aerah dan 
dilakukan pencatatan dan pengesahan Pen rimaan dan 
Pengeluaran Daerah tersebut oleh BUD ;  dan 

pencatatan 

ckening Kas 



f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

(3) Kepala SKPD selalru PA sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
mempunyai wewenang, meliputi: 
a. menandatangani dokumen permintaan engesahan 

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan engeluaran 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-un angan; 

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hib Daerah; 
c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan So ial; 
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang ipimpinnya 

dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 
e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara 
Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang m laksanakan 
wewenang melaksanakan pemungutan pajak aerah, PA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m laksanakan 
pemungutan pajak Daerah sesuai dengan ketentu peraturan 
perundang-undangan. 

(5) PA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mengelol utang dan 
Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab KPD yang 
dipimpinnya yang merupakan akibat yang ditim ulkan dari 
pelaksanaan DPA SKPD. 

anggaran 

yai hukum 

kepada 
sehingga 

ketentuan 

(6) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  mengelola utang yang 
menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: 
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahu 

sebelumnya; 
b. basil pekerjaan akibat pemberian kesempa 

penyedia barang/ jasa menyelesaikan 
melampaui tahun anggaran sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah 
tetap; dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD 
dianggarkan pada APBD setiap tahun sam ai dengan 
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  mengelola iutang yang 
menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-un 
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempun 

hukum tetap; dan 
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD se 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan 
jasa, PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berti dak sebagai 
pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentu peraturan 
perundang-undangan. 



(9) PA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  yang b e r t i d a k  sebagai 
pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang t u g a s  pejabat 
pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

( 1 0 ) P A  bertanggung jawab atas pclaksa n a a n  tugas d a mn  
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat] ( 1 )  kepada 
Bupati melalui Sekretaris Dacrah. 

( 1 1 ) B e r d a s a r k a n  pertimbangan beban kcrja , Sekret ris Daerah 
dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA u n t u k  
melakukan pengelolaan keuangan. 

Bagian Kelima 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 12 

( 1 )  PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya k pada kepala 
Unit SKPD selaku KPA. 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ada ayat ( 
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali .  

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana d i m a k s u d  pada 
ayat ( 1 )  ditetapkan oleh Bupati atas usu! kepala SK D. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dima k s u d  pada 
ayat (1 )  meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengrluaran alas beban anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang d i p i m p i» n y a ;  c. melakukan pengujian atas tagihan dan m1111erintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama d e n g e n  pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang m e n ja d i  tanggung jawabnya; dan g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai n ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak Dacrah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapal f1elimpi.1hkan kewenangannya memungut pajak Dacrah kepada K 'A .  (6) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA sebagaimana dimaksid pada ayat. ( l )  menandatangani SPM-TU dan SPM-LS .  (7) Dalam ha! mengadakan ikatan untuk pengadaan barang clan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(8) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  yang] merangkap 
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu leh pegawai 
yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang t gas pejabal 
pembuat komitmen atau agen pengadaan s e st ta i  dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(9) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat k l ·u s u s ,  KPA 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempunyai tu 
a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus 

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus 
c .  melakukan tindakan yang mengakibatkan peng - luaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pcngeluaran embiayaan; 
d .  melaksanakan anggaran pada unit organis bersifa t 

khusus yang dipimpinnya; 
e . melakukan pengujian atas tagihan dan me erintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama deng n pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h .  menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan Piutang Daerah yang menj di tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya; 
J .  menyusun dan menyampaikan laporan ke angan unit 

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada uni] organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya; 
I. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan 
keuangan daerah; clan 

n .  melaksanakan tugas lainnya sesuai denga1 ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

( 10 )  Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1 )  
berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentu n peraturan 
perundang-undangan, PA bertugas untuk me gambil al ih 
pelimpahan sebagian tugasnya yang telah disera kan kepada 
Unit SKPD selaku KPA. 

( 1 1 )  Dalem melaksanakan kewenangan sebagaiman dimaksud 
pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA. 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Per ngkat Daerah 

Pasal 13  

( 1 ;  PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/su 
menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku 

(2 ;  PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bertug s membantu 
tugas dan wewenang PA/KPA. 

(3] Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenug  PA/KPA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 



a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan 
teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksan 
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ s 
dan 

anggaran 
b kegiatan; 

ayat ( 1 ) ,  
besaran 

g kendali, 
kriterianya 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/ asa pada 

kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesu ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang menga. mengena1 
pengadaan barang/jasa. 

(4) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaks aan teknis 
kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) 
huruf a meliputi: 
a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegi tan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan k giatan/ sub 

kegiatan; dan 
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan 

kegiatan kepada PA/KPA. 

(5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka 
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan meliputi: 
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan 

kegiatan; 
b. menyiapkan dokumen administrasi pembay 

dengan persyaratan yang ditetapkan 
perundang-undangan;dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan sel dokumen 
pelaksanaan kegiatan. 

(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang ebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) PPTK bertanggung jawab epada PA/ 
KPA. 

(7) Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud pad ayat (1 )  
berhalangan sementara sesuai ketentuan perundan -undangan, 
PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan leh PPTK. 

(8) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 PPTK di 
lingkungan SKPD/Unit SKPD. 

(9) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pad 
berdasarkan pertimbangan kompetensi jaba 
anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, ren 
dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang 
ditetapkan Bupati. 

(lO)Pertimbangan penetapan PPTK sebagaimana dim sud pada 
ayat (9) didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fun sinya. 

( l  l)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  merup Pegawai 
ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai d ngan tugas 
dan fungsinya. 

(12)Pegawai ASN yang menduduki. jabatan struktural ebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 1 )  merupakan pejabat sat tingkat di 
bawah kepala SKPD selaku PA dan/ atau memiliki 
manajerial dan berintegritas. 



( 13)Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK cbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan Pegawai ASN yang 
menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA 
dan/atau memiliki kemampuan manjerial dan berin egritas. 

( 1 4 ) D al am  hal tidak terdapat Pegawai ASN yang mend ukijabatan 
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fung ional umum 
selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati. 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Peran kat Daerah 

Pasal 14 

ada ayat ( 1 )  

ang lingkup 

ebagaimana 
elaksanakan 

(3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenan BLUD. 

(4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1 )  tidak 
merangkap sebagai pejabat dan pegawai ya g bertugas 
melakukan pemungutan pajak Daerah dan r e t r i u s i  Daerah, 

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluara , dan/atau 
PPTK. 

( l }  Kepala SKPD selaku PA menetapkan 
dimaksud daam Pasal 1 1  ayat ( 1 )  huruf I untuk 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

(2) Pada SKPKD, PPK SKPD sebagaimana dimaksud 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai 
tugas dan wewenang di SKPKD. 

(5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempunya1 
tugas: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP Ganti Uang, SPP-TU, dan 

SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang d ajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 
c .  melakukan verifikasi laporan pertanggungjawab n Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 
e .  menyusun laporan keuangan SKPD. 

(6) Verifikasi oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud ada ayat (5) 
dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kele gkapan dan 
keabsahan . 

(7) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) PPK SKPD melaksanak n tugas dan 
wewenang lainnya yaitu: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP Ganti Uang, SPP-TU, dan 

SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang iajukan oleh 
Bendahara lainnya; 



pegawai ya g bertugas 
meningkatkan efektivitas 

b. melakukan verifikasi surat permintaan pemb yaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan Daerah d a "  bendahara 
penerimaan; dan 

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelen kapan dan 
keabsahan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS b serta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

(8) Kepala SKPD dapat menetapkan 
membantu PPK-SKPD untuk 
penatausahaan keuangan SKPD. 

Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Peran kat Daerah 

Pasal 1 5  

lingkungan 

SUS yang 
pember ian 

rang Mil ik 
peraluran 

( 1 )  Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenanga nya kepada 
KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud alam Pasal 
12 ayat (2) PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk m laksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD . 

(2) Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaks 
didasarkan atas .pertimbangan: 
a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di 

Sekretariat Daerah; 
b . rentang kendali dan/ atau lokasi; 
c. dibentuknya unit organisasi bersifat 

memberikan layanan secara profesional melalu 
otonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan B 
Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dcnga 
perundang-undangan. 

(3) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud ayat ( I )  

mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS b serta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara engeluaran 
pembantu; 

b . menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan ISPP-TU dan 
SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara [Pengeluaran 
pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaba Bendahara 
Penerimaan pembantu dan Bendahara [Pengeluaran 
pembantu. 

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
dilakukan untuk: 
a. meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pem antu; dan 
b. meneliti kelengkapan dan keabsaha laporan 

pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan Pe bantu dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

(5) Selain melaksanakan tugas pada ayat (3) PPK Unit  SKPD 

melaksanakan tugas lainnya meli pu ti :  



a. melakukan verifikasi surat permintaan pemb yaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah d bendahara 
penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelen kapan dan 
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS bese bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

gjawaban 
dan 

(6) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) pada unit 
SKPD bersifat khusus mempunyai tugas meliputi: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP Ganti Uang, PP-TU, dan 

SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang di~jukan oleh 
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluar Pembantu 
dan Bendahara lainnya; 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelen 
keabsahan SPP-UP, SPP Ganti Uang, SPP-TU, 
beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar pen 

c. menyiapkan SPM; 
d. melakukan verifikasi laporan pertan 

Bendahara Penerimaan, Bendahara 
Bendahara lainnya; 

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD 
f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. 

(7) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1 )  
merupakan Pegawai ASN yang menduduki jaba struktural 
untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. 

(8) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai y 
membantu PPK Unit SKPD. 

Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengel aran 

Pasal 16 

Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pene · aan untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka elaksanaan 
anggaran pada SKPD. 

Pasal 17 

(1 )  Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dal 
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimp 
ke Rekening Kas Umum Daerah, menataus 
mempertanggungjawabkan Pendapatan Daer 
diterimanya. 

(2) Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan y 

langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah; 
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan 

ditetapkan oleh Bupati; 

Pasal 16, 
, menyetor 

an, dan 
yang 

bank yang 



c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang dit rima dengan 
jumlah yang telah ditetapkan; 

d. menatausahakan dan mempertang ngjawabkan 
pendapatan daerah yang diterimanya; dan 

e .  menyiapkan dokumen pembayaran atas engembalian 
elebihen/pndapatan?erah. 

(3) Daam a ~' #eta?k sebagian kewenang#nya kepada 
KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Pererimaan 

(mbantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutap. 
(4) Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh kepala KPD kepada 
Bupati melalui PPKD. 

(5) Bendahara Penerimaan pembantu pada unit SKP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan we enang sesuai 
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati 

(6) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingku penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sediki meliputi: 
a. menerima, menyimpan dan menyetorkan s 'umlah uang 

dalam rangka pelaksanaan anggaran penda atan daerah 
pad a SKPD, kecuali un tuk transaksi secara elektronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan ang diterima 
langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah; 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi denga bank yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang 
dengan jumlah yang ditetapkan; 

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabk pendapatan 
daerah yang diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah. 

(7) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dan bendahara penerimaan pembantu sebagaim na dimaksud 
pada ayat (3) bertanggungjawab secara ad inistratif dan 
fungsional. 

(8) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
bertanggung jawab secara administratif den an membuat 
laporan pertanggungjawaban secara admi atas 
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada 

(9) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
bertanggung jawab secara fungsional dengan me buat laporan 
pertanggungjawaban secara fungsional atas pe erimaan pada 
SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BU . 

(lO)Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana imaksud pada 
ayat (7) bertanggung jawab secara admini tratif dengan 
membuat laporan pertanggungjawaban secara ad inistratif atas 
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan ke ada KPA. 



(ll )Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana di aksud pada 
ayat (7) bertanggung jawab secara fungsional den an membuat 
laporan pertanggungjawaban secara fungsional a penerimaan 
pada unit SKPD dan disampaikan kepad Bendahara 
Penerimaan. 

Penerimaan 
elaksanakan 

(3) Pegawai yang bertugas membantu Bendahar 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dalam 
tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pe 

Pasal 1 8  

( 1 )  Kepala SKPD atas usul Bendahara Peneri aan dapat 
menetapkan pegawai yang bertugas membant Bendahara 
Penerimaan untuk mening<atkan efektifitas pengelolaan 
Pendapatan Daerah . 

(2)  Pegawai yang bertugas membantu Bendahar Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  melaksana an tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan ya g ditetapkan 
kepala SKPD. 

(4) Pegawai yang bertugas membantu Bendahar Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  d i s e b t  Pembantu 
Bendahara Penerimaan. 

Pasal 19 

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Peng luaran untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangk pelaksanaan 
anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaa pada SKPD 
dan SKPKD . 

Pasal20 

( 1 )  Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana di aksud dalam 
Pasal 19  memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran nakan SPP 

UP/Ganti Uang/TU dan SPP-LS; 
b. mengajukan permintaan pembayaran nihil [menggunakan 

SPP-Ganti Uang Nihil dan SPP-TU Nihil; 
c. menerima dan menyimpan UP, Ganti Uang, dan[TU; 
d. melaksanakan pembayaran dari UP, Ganti U a ny ,  dan TU yang 

dikelolanya; 
e .  menolak perintah bayar dari PA dan atau K sa KPA yang 

tidak sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan; 

f. mene liti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. membuat laporan pertanggungjawaban secar administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungja aban secara 
f ungsional kepada BUD secara periodik; dan 

h .  memungut dan menyetorkan pajak sesuai den an ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ,  Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas d wewenang 
lainnya meliputi: 
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan 

Bupati; 
b. memeriksa kas secara periodik; 
c. menerima dokumen bukti transaksi secara ele onik atau 

dokumen fisik dari bank; 
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan ekste 
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pe gembalian 

belanja akibat koreksi atau basil pemeriksaan · ternal dan 
eksternal; dan 

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan 
yang melaksanakan fungsi BUD. 

(3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenanganya kepada 
KPA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( ) dan ayat 
(2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara engeluaran 
Pembantu SKPD. 

(4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaiman 
pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu S 
tugas dan wewenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggun SPP TU 
dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 
Pengeluaran; 

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP d TU yang 

dikelolanya; 

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak se uai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai deng 

peraturan perundang-undangan; dan 
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara 

kepada KPA dan laporan pertanggungjawa 
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara 

(5) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksu 
(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki 
wewenang lainnya meliputi: 
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yan 

oleh Bupati; 
b. memeriksa kas secara periodik; 
c. menerima dokumen bukti transaksi secara ele onik atau 

dokumen fisik dari bank; 
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian elanja atas 

koreksi atau basil pemeriksaan internal dan ek ternal pada 
tahun berjalan; dan 

e. menyiapkan dokumen surat tanda set ran atas 
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil 
internal dan eksternal pada tahun berjalan. 



(6) Dalam hal terdapat pembentukan unit orga isasi bersifat 
khusus sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan, Bupati menetapkan Bendahara u it organisasi 
bersifat khusus. 

(7) Bendahara unit organisasi bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud ayat (6) memiliki tugas dan wewenang setara dengan 
bendahara pengeluaran. 

(8) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud 
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaim na dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (3) bertanggung jawab secar administratif 
dan fungsional. 

(9) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
bertanggung jawab secara administratif den an membuat 
laporan pertanggungjawaban secara admi istratif atas 
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada A. 

(lO)Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud (8) 
bertanggung jawab secara fungsional dengan me buat laporan 
pertanggungjawaban secara fungsional atas pen eluaran pada 
SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

( 1  l)Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana d maksud pada 
ayat (3) bertanggung jawab secara adminis ratif dengan 
membuat laporan pertanggungjawaban secara ad inistratif atas 
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan ke ada KPA. 

(12)Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD da disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran. 

Pasal 2 1  

(  1 )  Kepala SKPD atas usul B.endahara Pengel 
menetapkan pegawai yang bertugas membant 
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas 
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

aran dapat 
Bendahara 

pengelolaan 

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  melaksana an tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan -ya g ditetapkan 
kepala SKPD. 

(3) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  bertanggung jawab kepa a Bendahara 
Pengeluaran. 

(4) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  melaksan n tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan ya g ditetapkan 

kepala SKPD. 



Pasal 22 

( 1 )  Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluar dilarang: 
a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan [pemborongan, 

dan penjualan jasa; 
b. bertindak sebagai penjamin atas pekerjaan, 

dan/ atau penjualan jasa; dan 
c. menyimpan uang pada suatu bank atau aga keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara lang ung maupun 
tidak langsung. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ju berlaku bagi 
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dan Bendahara Khusus. 

(3) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendaha a Penerimaan 
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahar Pengeluaran 
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegia an, Tindakan, 
dan/ atau aktivitas lainnya yang berkaitan lan sung dengan 
pelaksanaan APBD . 

Bagian Kesepuluh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Pasal 23 

( 1 )  Dalam proses penyusunan APBD, Bupati diban u oleh TAPD 
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdi i atas Pejabat 
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain s suai dengan 
kebutuhan. 

(3) TAPD sebagaimana dimaksud padaayat ( 1 )  mempunyai tugas: 
a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Da rah; 
b. menyusun dan membahas rancangan KUA d rancangan 

perubahan KUA; 
c . menyusun dan membahas rancangan rancangan 

perubahan PPAS; 
d. melakukan verifikasi RKA SKPD; 
e .  membahas rancangan APBD, rancangan peru ahan APBD, 

dan rancangan pertanggungjawaban APBD; 
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubaha. 

Pertanggungjawaban APBD; 
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD d. rancangan 

perubahan DPA SKPD ; 
h. menyiapkan surat edaran Bupati pedoman 

penyusunan RKA; dan 
1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketent an peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana d maksud pada 
ayat (3), dapat melibatkan instansi sesuai dengan ebutuhan. 



BAB III 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA AERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 24 

( 1 )  APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pe yelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewe angan Daerah 
clan kemampuan Pendapatan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  di usun dengan 
mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada R PD. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan pengawasan, 
alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

() APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaba pelaksanaan 
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

( 1 )  Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran aerah dalam 
bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada yat ( 1 )  terdiri 
atas: 
a. pendapatan Daerah; dan 
b. penerimaan pembiayaan Daerah. 

(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada yat ( 1 )  terdiri 
atas: 
a. belanja Daerah; dan . 
b. pengeluaran pembiayaan Daerah. 

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan lam APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merup kan rencana 
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasion 1 yang dapat 
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan 
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundan undangan. 

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan alam APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merup kan rencana 
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian ter edianya dana 
atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cuku . 

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksu pada ayat (3) 
harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. 

(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengelu ran Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dianggarka secara bruto 

dalam APBD. 

Pasal2 6  

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. 



Pasal27 

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah alam masa 1 
(satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-und ng mengenai 
keuangan negara. 

Bagian Kedua 
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal28 

( 1 )  APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja Daerah; dan 
c .  Pembiayaan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  d  klasifikasikan 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan. 

(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintaha Daerah dan 
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) disesuaikan 
dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketent an peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal29 

( 1 )  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 28 ayat 
( 1 )  huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening 
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh 
Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai den an ketentuan 
peraturan perundang-undangan diakui sebag i penambah 
ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun 
anggaran . 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa al 28 ayat ( 1 )  
huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekeni g Kas Umum 
Daerah yang tidak perlu diterima kembali ole Daerah dan 
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketent an peraturan 
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang 
merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahu anggaran. 

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
( 1 )  huruf c meliputi semua penerimaan yang erlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan dite ima kembali, 
baik pada tahun anggaran berkenaan maupu pada tahun 
anggaran berikutnya. 



Bagian Ketiga 
Pendapatan Daereh 

Pasal 30 

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerin ahan Daerah, 
organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincia obyek serta 
sub rincian objek Pendapatan Daerah. 

Pasal 3 1  

Pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal32 

( 1 )  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dim ksud dalam 
Pasal 3 1  huruf a meliputi: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dip isa lkan; dan 
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah . 

(2) Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a dan huru; b, meliputi 
pendapatan sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf merupakan 
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal d erah. 

(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf d terdiri atas: 
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkar; 
b. hasil pemanf aatan BMD yang tidak dipisahkan 
c.  hasil kerja sama daerah; 

d .  jasa giro; 
e.  hasil pengelolaan dana bergulir; 
f. pendapatan bunga; 
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keua 
h . penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 

akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asur nsi, dan/atau 
pengadaan barang dan jasa termasuk pen rimaan atau 
penerimaan lain sebagai akibat penyimpana uang pada 
bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan rang daerah 
atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendap tan Daerah; 

i .  penerimaan keuntungan dari selisih nilai ukar rupiah 
terhadap mata uang asing; 

J .  pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan; 

k . pendapatan denda pajak Daerah; 



1. pendapatan denda retribusi daerah; 
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 
n.  pendapatan dari pengembalian; 
o. pendapatan dari BLUD; dan 
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketent an peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal33 

Pemerintah Daerah dilarang: 
a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang 

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam 
undang-undang;dan 

b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonom biaya tinggi, 
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas ba ang dan jasa 
antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yan merupakan 
program strategis nasional. 

Pasal34 

( 1 )  Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud d am Pasal 3 1  
huruf b meliputi: 
a. transfer Pemerintah Pu sat; dan 
b. transfer antar-daerah. 

(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1 )  

huruf a terdiri atas: 
a. dana perimbangan; 
b .  dana insentif daerah; dan 
c. dana desa. 

(3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
huruf b terdiri atas: 
a. pendapatan bagi hasil; dan 
b . bantuan keuangan. 

Pasal 35 

( 1 )  Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(2) huruf a terdiri atas: 
a. Dana Transfer Umum; dan 
b .  Dana Transfer Khusus. 

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
huruf a, terdiri atas: 
a. DBH; dan 
b. DAU. 

(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
huruf b, terdiri atas: 
a. DAK Fisik; dan 
b. OAK Non Fisik. 



Pasal36 

( 1 )  DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ay t (2) huruf a 
bersumber dari: 
a. pajak; dan 
b. sumber daya alam. 

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a terdiri atas: 
a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, iertambangan, 

dan perhutanan; 
b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Waji Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak penghasilan Pas 1 2 1 ;  dan 
c. cukai hasil tembakau. 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b, berasal dari: 
a .  penerimaan kehutana.n yang berasal dari iur n izin usaha 

pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hut n, dan dana 
reboisasi yang dihasilkan dari wilayah aerah yang 
bersangku tan; 

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubar yang berasal 
dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iu an eksplorasi 
dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah 
yang bersangkutan; 

c .  penerimaan negara dari sumber daya alam ertambangan 
minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 
bersangku tan; 

d. penerimaan negara dari sumber daya alam pert mbangan gas 
bumi yang dihasilkan dari wilayah aerah yang 
bersangkutan; 

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal da · penerimaan 
setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran teta , dan iuran 
produksi yang dihasilkan dari wilayah aerah yang 
bersangkutan; dan 

f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungut n pengusaha 
perikanan dan pungutan basil perikanan yang 'ihasilkan dari 
wilayah daerah yang bersangkutan. 

Pasal37 

DAU bersumber dari pendapatan anggaran pendapat n dan belanja 
negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataa kemampuan 
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan aerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai deng n ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 38 

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
( 1 )  huruf b bersumber dari anggaran pendapata dan belanja 
negara yang dialokasikan pada Daerah untuk men anai Kegiatan 
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan ang menjadi 
kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerinta Pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal39 

Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan tepada Daerah 
tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan ujuan untuk 
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ata pencapaian 
Kinerja tertentu. 

Pasal40 

( 1 )  Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf 
c bersumber dari APBN yang diperuntukkan b gi Desa yang 
ditransfer melalui APBD dan digunakan unt k membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan embangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan asyarakat. 

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undanga . 

Pasal 4 1  

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimna dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat ( 1 )  huruf a dilaksanakan esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal42 

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(3) huruf a merupakan dana yang bersumber da i Pendapatan 
Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berd sarkan angka 
persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturun perundang 
undangan. 

Pasal 43 

( 1 )  Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(3) huruf b merupakan dana yang diterima dari aerah lainnya 
baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataa j  p e n in g k a t a n  

kemampuan keuangan,  dan/atau tujuan tertentu 

(2) B a n t u a n  k e u a n g a n  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  yat ( 1 )  terdiri 
atas :  
a .  bantuan keuangan dari  Daerah p r o v i n s i ;  d a r  

b.  bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kot . 



Pasal 44 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 3 1  huruf c dibagi menurut jenis pend patan yang 
mencakup: 
a. hibah; 
b. dana darurat; dan/ atau 
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 45 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan 
bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang erasal dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan 
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak men · t untuk 
menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan P merintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 46 

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberi an kepada 
Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendan keperluan 
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tid mampu 
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan s ber APBD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang . 

Pasal 47 

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pa al 44 huruf 

c antara lain pendapatan hibah dana bantuan operasio al sekolah, 

dan pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya. 

daerah (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Belanja Daerah 

Pasal 48 

(1 )  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 )  
huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pe erintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 



sesuai 

ayat (1 )  
Urusan 
rangka 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksuad pada ayat 
(2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib y g terkait 
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 
terkait Pelayanan Dasar. 

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksu 
(2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada 
dialokasikan dengan memprioritaskan pendana 
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dal 
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerin 
yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokas 
dengan kebutuhan Daerah. 

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerint 
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan p tensi yang 
dimiliki Daerah. 

Pasal 49 

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mend ai Urusan 
Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetap an sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 50 

satuan 
teknis 

(1 )  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar h 
regional, analisis standar belanja, dan/atau st 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und 

(2) Standar harga satuan regional sebagaimana dim 
ayat (1 )  digunakan sebagai pedoman dalam menyus 
harga satuan pada Pemerintah Daerah. 

(3) Analisis standar belanja dan standar teknis s bagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  dan standar harga satuan s bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan upati. 

(4) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau 
standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
untuk menyusun rencana kerja dan dalam 
penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dirinci 
menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi' Program, 
Kegiatan, Subkegiatan, jenis, obyek, rincian obye dan sub 
rincian objek Belanja Daerah. 

Pasal 5 1  

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud am Pasal 
50 ayat (5) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja 
diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri s: 



a. pelayanan umum; 
b. ketertiban dan ketentraman; 
c. ekonomi; 
d. lingkungan hidup; 
e. perumahan dan fasilitas umum; 
f. kesehatan; 
g. pariwisata; 
h. pendidikan; dan 
i .  perlindungan sosial. 

Pasal 52 

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana di 
Pasal 50 ayat (5) disesuaikan dengan susun 
Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentua 
perundang-undangan. 

Pasal53 

aksud dalam 
n organisasi 

peraturan 

( 1 )  Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan d Subkegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( disesuaikan 
dengan urusan Pemerintahan Daerah berdasark n ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebagaim a dimaksud 
pada ayat ( 1 )  rinciannya paling sedikit mencakup: 
a. target dan sasaran; 
b. indikator capaian Keluaran; dan 
c .  indikator capaian Hasil. 

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah s rta indikator 
capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran ya g didasarkan 
pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur 
Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator 
Keluaran sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan. 

Pasal54 

( 1 )  Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b .  belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d.  belanja transfer. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1 )  huruf a 
merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiat n sehari-hari 
Pemerintah Daerah yang memberi manfaatjangka endek. 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ay e ,  ( 1 )  huruf b 

merupakan pengeluaran anggaran untuk perole an aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) 
periode akun tansi. 



(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  

huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Behan APBD 
untuk keperluan darurat termasuk keperluan endesak yang 
tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ay t ( l }  huruf d 
merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah aerah kepada 
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Peme intah Daerah 
kepada pemerintah desa.. 

Pasal55 

( 1 )  Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pa al 54 ayat ( 1 )  
huruf a, dirinci atas jenis: 
a. belanja pegawa.i; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pa al 54 ayat ( 1 )  
huruf b dirinci atas jenis belanja modal. 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud d lam Pasal 54 
ayat ( 1 )  huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terd ga. 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pa al 54 ayat ( 1 )  
huruf d, dirinci atas jenis: 
a . belanja bagi hasil; dan 
b. belanja bantuan keuangan. 

ada ayat ( 1 )  
esuai dengan 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud 
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 

Pasal56 

( 1 )  Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalarn Pa al 55 ayat ( 1 )  
huruf a digunakan untuk menganggarkan ko pensasi yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peratur perundang 
undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diberikan 
kepada Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggot DPRD, dan 
Pegawai ASN. 

Pasal 57 

( 1 )  Pemerintah Daerah dapat memberikan penghasilan 
kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan 
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undanga . 



(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
diberikan berdasarkan pertimbangan beban :erja, tempat 
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, restasi kerja, 
dan/ atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pemberian tambaha.n penghasilan kepada Pegaw i ASN daerah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diteta kan dengan 
Peraturan Bupati dengan berpedoman Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat memberi an tambahan 
penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendap persetujuan 
Menteri. 

Pasal58 

( 1 )  Belanja barang danjasa sebagaimana dimaksud d am Pasal 55 
ayat ( 1 )  huruf b digunakan untuk menganggark pengadaan 
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 2 (dua belas) 
bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahk n atau dijual 
kepada masyarakat/ pihak ketiga. 

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
dalam rangka melaksanakan program, kegiat n dan sub 
kegiatan Pemerintahan Daerah. 

Pasal59 

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasa 55 ayat ( 1 )  
huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayara bunga Utang 
yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasar an perjanjian 
pinjaman. 

Pasal 60 

( 1 )  Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pa al 55 ayat ( 1 )  
huruf d digunakan agar harga jual produksi a u jasa yang 
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BU D dan/atau 
badan usaha milik swa.sta, sesuai dengan ketent an peraturan 
perundang-undangan sehingga dapat terj gkau oleh 
masyaraka t. 

(2) Sadan usaha milik negara, BUMD dan/ atau bada usaha milik 
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  me pakan badan 
yang menghasilkan produk atau jasa Pela anan Dasar 
masyarakat. 

(3) Sadan usaha milik negara, BUMD, badan usah milik swasta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang a an diberikan 
subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuanga oleh kantor 
akuntan publik sesuai dengan ketentuan peratur n perundang- 
undangan. 



(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) merupakan 
bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

(5) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain 
yang independen dan ditetapkan oleh Bupati. 

(6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaim a dimaksud 
pada ayat (5) merupakan pemeriksaan yang ber ujuan untuk 
memberikan kesimpulan atas kelayakan enganggaran 
pemberian subsidi. 

(7) Dalam rangka pertanggungjawaban APBD, 
penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada yat ( 1 )  wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pen gunaan dana 
subsidi kepada Bupati. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p mberian dan 
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Per uran Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un 

Pa s a l 61  

( 1 )  Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pas I 55 ayat ( 1 )  
huruf e, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Peme intah Daerah 
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/a u badan dan 
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan y g berbadan 
hukum Indonesia, · yang secara spesifik tela ditetapkan 
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak m ngikat, serta 
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peratur n perundang 
undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasa ., Program, 
Kegiatan, dan Subkegiatan Pemerintah D erah sesuai 
kepentingan Daerah dalam mendukung terseleng aranya fungsi 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyara atan dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasi nalitas, dan 
manfaat untuk masyarakat. 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( J)  dianggarkan 
dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keu ngan Daerah 
setelah memprioritaskan pemenuhan bel ja Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan P lihan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peratur n perundang 
undangan. 

(4) Belanja hibah juga berupa pemberian bantu} keuangan 
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal62 

( 1 )  Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud d lam Pasal 55 
ayat ( 1 )  huruf f digunakan untuk menganggar an pemberian 
bantuan berupa uang dan/ atau barang ke da individu, 
keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat yang sifatnya tidak 
secara terus menerus dan selektif yang ber ujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko osial, kecuali 
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

(2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan 
kejadian atau peristiwa yang merupakan damp k dari krisis 
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomen alam, atau 
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja antuan sosial 
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup alam kondisi 
wajar. 

(3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaim na dimaksud 
pada ayat ( 1 )  diartikan bahwa bantuan sosial d pat diberikan 
setiap tahun anggaran sampai penerima bantu n telah lepas 
dari resiko sosial. 

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemamp an Keuangan 
Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan b lanja Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peratur n perundang 
undangan. 

Pasal63 

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaun, pelaporan 
dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evalu si hibah dan 
bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati. 

aksud pada 

dianggarkan 
merupakan 

belanja yang 
pai aset siap 

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana 
ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati. 

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam belanja modal sebesar harga perolehan ya 
harga beli atau bangun aset ditambah seluruh 
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sa 
digunakan. 

Pasal64 

( 1 )  Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pas; 55 ayat (2) 
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran y ng dilakukan 
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainn 

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud ( 1 )  
memenuhi kriteria: 
a .  mempunyai masa manfaat lebih dari 1 2  (dua bel s) bulan; 
b .  digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daera ; dan 
c.  batas minimal kapitalisasi aset. 



Pasal65 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasa 55 ayat (2) 
meliputi: 
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarka tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai da am kegiatan 
operasional Pemerin tah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk nganggarkan 
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kenda an bermotor, 
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12  (dua 
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

c .  belanja bangunan dan gedung, kan untuk 
menganggarkan gedung dan bangunan menc kup seluruh 
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan aksud untuk 
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerinta Daerah dan 
dalam kondisi siap dipakai; 

d .  belanja jalan, irigasi, dan jaringan, untuk 
menganggarkan jalan , irigasi, dan jaringan me cakup jalan, 
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Peme intah Daerah 
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerinta Daerah dan 
dalam kondisi siap dipakai; 

e . belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk enganggarkan 
aset tetap lainnya mencakup aset tetap yan tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, rang diperoleh 
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasion I Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menga ggarkan aset 
tetap yang tidak digunakan untuk keperlua operasional 
Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi a et tetap, dan 
harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. 

Pasal66 

( 1 )  Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
ayat (3) digunakan untuk menganggarkan peng luaran untuk 
keadaan darurat termasuk keperluan m ndesak dan 
pengembalian atas kelebihan pembayaran ata Penerimaan 
Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk antuan sosial 
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana d maksud pada 
ayat ( 1 )  tidak mencukupi, menggunakan: 
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian pro ram, kegiatan 

dan sub kegiatan lainnya serta pengeluara Pembiayaan 
dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 
(3) Penjadwalan ulang capaianle) Kegiatan dan] Subkegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a iformulasikan 
terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD . 



Pasal67 

an peraturan 

sebagaimana 
dalam Perda 

yang belum 
ahulu dalam 
rat bencana, 

cana, konflik 
dimaksud 

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendes 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) ditetapka 
tentang APBD tahun berkenaan. 

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darura 
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih 
RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap d 

· konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa. 

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat be 
sosial, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaim 
pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketent 
perundang-undangan. 

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendes k yang belum 
tersedia anggarannya dan/atau tidak cu p tersedia 
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dal m RKA SKPD 
dan/atau Perubahan DPA SKPD. 

( 1 )  Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam asal 66 ayat 
{ 1 ) ,  meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana s sial dan/atau 

kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 
c .  kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud d lam Pasal 66 
ayat ( I )  meliputi: 
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pela anan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib; 

c . pengeluaran Daerah yang berada diluar kend Ii Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan; dan/aau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila itunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar b a i  Pemerintah 
Daerah dan/ atau masyarakat. 

(7) Pengembalian atas kelebihan pembayaran ata penerimaan 
daerah tahun-tahun sebelumnya untuk enganggarkan 
pengembalian atas kelebihan pembayaran ata penerimaan 
daerah yang bersifat tidak terulang yang terja i pada tahun 
sebelumnya. 

(8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanaka sebelumnya 
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko s o: i a l  yang tidak 
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APB yang apabila 
ditunda penanganannya akan menimbulkan resi o sosial yang 
lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang ersangkutan. 



(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara enganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelapo an dan 
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi' belanja tidak 
terduga diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal68 

( 1 )  Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam asal 55 ayat 
(4) huruf a digunakan untuk menganggarkan b gi hasil yang 
bersumber dari pendapatan kabupaten kepada Pe eriritah Desa 
atau pendapatan daerah tertentu kepada Pemer ntah Daerah 
Lainnya. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat ( 1  dianggarkan 
dalam APBD sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan. 

Pasal 69 

( 1 )  Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 
55 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain alam rangka 
kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 
keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada yat ( 1 )  dapat 
dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan D erah setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan emerintahan 
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta al kasi belanja 
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-und igan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peratur perundang 
undangan. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada a at ( 1 ) ,  terdiri 
atas: 
a. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kot ; 
b. bantuan Keuangan Daerah kabupaten ke daera provinsinya 

dan/ atau Daerah provinsi lainnya; 
c. bantuan Keuangan Daerah kepada desa. 

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 
bersifat umum atau khusus. 

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat 
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diser hkan kepada 
Pemerintah Daerah dan/ atau pemerintah de a penerima 
bantuan. 

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bers fat khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dite pkan oleh 
Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan p ngelolaannya 
diserahkan kepada penerima bantuan. 

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan pen ediaan dana 
pendamping dalam APBD atau anggaran pen apatan dan 
belanja desa penerima bantuan. 



(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara 
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggun 
pelaporan serta monitoring dan evaluasi bel 
keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 
Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal70 

enganggaran, 
awaban dan 
nja bantuan 

( 1 )  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud da am Pasal 28 
ayat ( 1 )  huruf c terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada yat ( 1 )  dirinci 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, 
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub ncian obyek 
Pembiayaan Daerah. 

(3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a bersumber dari: 
a. SiLPA; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahk 
d .  penerimaan pinjaman daerah; 
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daera ; dan/atau 
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai deng n ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan: 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tern o; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan dana cadangan; 
d . pemberian pinjaman daerah; dan/atau 
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaa Pembiayaan 
terhadap pengeluaran Pembiayaan. 

(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud (5) 
digunakan untuk menutup defisit anggaran. 

Paragraf 2 
Penerimaan Pembiayaan 

Pasal 7 1  

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ay (3) huruf a 
bersumber dari: 



a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah; 
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 
c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daer yang sah; 
d. pelampauan penerimaan pembiayaan; 
e. penghematan belanja; 
f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhi tahun belum 

terselesaikan; dan/ atau 
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Ki erja dan sisa 

dana pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 72 

( 1 )  Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 
70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggar an pencairan 
Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke ekening Kas 
Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan den an Peraturan 
Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan ber angkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) t n anggaran 
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam t un anggaran 
berkenaan. 

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1 )  

belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, lana tersebut 
dapat ditempatkan dalam portofolio yang hasil 
tetap dengan risiko rendah. 

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagi yang tidak 
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APB . 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening 
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dianggarkan dalam SK D pengguna 
Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentuk lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(7) Penerimaan hasil bunga/ jasa giro/ gimbal 
hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas r kening dana 
cadangan dan/ atau penempatan dalam portofolio dicantumkan 
sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pasal73 

sebagaimana 
kan sesuai 

( 1 )  Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahk 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c dil 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daer sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dicatat berdasarkan buk i penerimaan 
yang sah. 



Pasal 74 

(1 )  Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dim sud dalam 
Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada juml pinjaman 
yang akan diterima dalam tahun anggaran berke aan sesuai 
dengan yang ditetapkan dalam pinjaman 
bersangkutan. 

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksu pada ayat 
( 1 )  dapat bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. Lembaga keuangan bank; 
d. Lembaga keuangan bukan bank; dan/ atau 
e. Masyarakat. 

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1 )  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 75 

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e digun an untuk 
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yan diberikan 
kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 76 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dim sud dalam 
Pasal 70 ayat (3) huruf f digunakan untuk me ganggarkan 
penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal 77 

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana sud dalam 
Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk me ganggarkan 
pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus 
dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pel sanaannya 
merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah 
Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggar berkenaan 
berdasarkan perjanjian pinjaman. 

Pasal 78 

( 1 )  Daerah dapat melakukan penyertaan modal s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BU D dan/atau 
badan usaha milik negara, badan usaha swast dan/ atau 
koperasi. 



(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaima a dimaksud 
pada ayat ( 1 )  dapat dilaksanakan apabila jumla yang akan 
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan tel ditetapkan 
dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah be sangkutan. 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteta kan sebelum 
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD at s rancangan 
Perda tentang APBD. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1 )  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perature perundang 
undangan. 

Pasal 79 

( 1 )  Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebe 
diterbitkan Perda tersendiri sepanjang juml 
penyertaan modal tersebut tidak melebihi juml 
modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengen 
modal bersangkutan. 

anggaran 
penyertaan 

i penyertaan 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan mena bah jumlah 
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan mo al yang telah 
ditetapkan dengan Perda mengenai penyer aan modal, 
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Per a mengenai 
penyertaan modal yang bersangkutan sesuai deng ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pen 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 4 
Dana Cadangan 

Pasal 80 

( 1 )  Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pas 1 70 ayat (4) 

huruf c penggunaannya diprioritaskan unt mendanai 
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana, daerah yang 
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun angg an. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada a at ( 1 )  dapat 
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1 )  

bersumber dari penyisihan atas Penerimaan D erah kecuali 
dari: 
a . OAK; 
b. pinjaman daerah; dan 
c .  penerimaan lain yang penggunaannya di atasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentu n peraturan 
perundang-undangan. 



(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pa 
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam 
Umum Daerah. 

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  ditetapkan dalam Perda tentang Pembe tukan Dana 
Cadangan. 

(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteta kan sebelum 
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD a t# s  rancangan 
Perda tentang APBD. 

Paragraf 5 

Pemberian Pinjaman 

Pasal 8 1  

( 1 )  Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimksud dalam 
Pasal 70 ayat (4) huruf d digunakan untuk m nganggarkan 
Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepa a Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, bada usaha milik 
negara, koperasi, dan/ atau masyarakat. 

(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setel h mendapat 
persetujuan DPRD .  

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada a t (2) menjadi 
bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjuman Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  sampai de gan ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Bupati sesuai deng ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 82 

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana di ksud dalam 
Pasal 70 ayat (4) huruf e digunakan untuk m nganggarkan 
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai denga ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Surplus dan Defisit 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 83 

( 1 )  Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah d e n ;a n  anggaran 
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surpl s atau defisit 
APBD. 

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD da at digunakan 
untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dit tapkan dalam 
Perda tentang APBD yang pelaksanaannya s suai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( 1 )  
Kas 



(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat 
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan d am Perda 
tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai deng 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Surplus 

Pasal 84 

( 1 )  Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi su lus APBD 
kepada Menteri setiap semester dalam tahun anggaran 
berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Defisit 

Pasal 85 

( 1 )  Defisit APBD sebagaimana climaksud dalam Pasal 83 ayat (3) 
harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. 

(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pad 
merupakan selisih antara penerimaan Pembiay 
pengeluaran Pembiayaan. 

(3) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit A 
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan pe 
undangan. 

ayat ( 1 )  
dengan 

BAB IV 

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAP TAN DAN 
BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah dan 

Prioritas Plaf on Anggaran Sementara 

Pasal 86 

( 1 )  Bupati menyusun rancangan KUA dan ranc gan PPAS 
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman enyusunan 
APBD. 

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) memuat: 
a. kondisi ekonomi makro Daerah; 
b. asumsi penyusunan APBD; 



c. kebijakan pendapatan Daerah; 
d. kebijakan belanja Daerah; 
e. kebijakan pembiayaan Daerah; dan 
f. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat 
dengan tahapan: 
a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah; 
b. menentukan prioritas Program, Kegiatan dan ubkegiatan 

untuk masing-masing urusan yang disinkronk dengan 
prioritas dan program nasional yang tercan m dalam 
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafo anggaran 
sementara untuk masing-masing Program, Key'iatan, dan 
Subkegiatan. 

Pasal 87 

( 1 )  Bupati menyampaikan rancangan KUA dan ranc 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) ,  ke ada DPRD 
paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk d bahas dan 
disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. 

(2) Bupati dapat mengajukan usulan penambahan k giatan/sub 
kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancang PPAS yang 
tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati hers a dengan 
DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan ranc gan PPAS. 

(3) Penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru s bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria d rat atau 
mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan ranc gan PPAS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  ditanda gani oleh 
Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu edua bulan 
Agustus. 

(5) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati ber ama DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pe oman bagi 
SKPD dalam menyusun RKA SKPD. 

(6) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan ranc 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan ayat (2 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und 

Pasal 88 

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersam rancangan 
KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dal Pasal 87 
ayat (1 )  paling lama 6 (enam) minggu sejak rancang KUA dan 
rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati me yampaikan 
rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdas kan RKPD, 
rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bu ip a ti ,  untuk 
dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan PRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 89 

(1)  Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ay t (3) huruf 
b dapat dianggarkan: 
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam Kegiatan 

Tahun Jamak. 

(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pa a ayat (1 )  
huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan ang secara 
teknis merupakan satu kesatuan untuk meng asilkan 1 
(satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyel saian lebih 
dari 12 (duabelas) bulan; atau 

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang men t sifatnya 
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun ggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaiman dimaksud 
pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan hers a antara 
Bupati dan DPRD. 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) 
ditandatangani bersamaan dengan penandatangan KUA dan 
PPAS. 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana 
paling sedikit memuat: 
a. nama kegiatan; 
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 
c. jumlah anggaran; dan 
d. alokasi anggaran per tahun. 

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegi Tahun 
Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  hu b tidak 
melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati ber , kecuali 
Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan priori as nasional 
dan/atau kepentingan strategis nasional dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerj 

Perangkat Daerah 

Pasal 90 

(1 )  Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KU dan PPAS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5). 

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dis 
menggunakan pendekatan: 
a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; 
b.penganggaranterpadu;dan 
c. penganggaran berdasarkan Kinerja. 



(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  d sampaikan 
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan ranc gan Perda 
tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan ang diatur 
dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyus an APBD 
yang ditetapkan setiap tahun. 

Pasal 9 1  

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengelu 
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan 
kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KU 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5). 

Pasal 92 

(1 )  Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menen ah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat ( huruf a 
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. 

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ay (1)  berisi 
perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Keiatan, dan 
Subkegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran 
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan dengan emadukan 
seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan 
SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan 
anggaran. 

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dilaku an dengan 
memperhatikan: 
a. keterkaitan antara pendanaan dengan Kelu; an yang 

diharapkan dari Kegiatan; 
b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 
c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 

Pasal 93 

(1 )  Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD 
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yat (2) dan 
terciptanya kesinambungan RKA SKPD, ke ala SKPD 
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program, Ke dan 
Subkegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebel 
dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  be 
menilai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang elum dapat 
dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelu ya untuk 
dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang d encanakan 
atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang dire canakan. 



(3) Dalam hal Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan erupakan 
tahun terakhir untuk pencapaian prestasi {erja yang 
ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan ada tahun 
yang direncanakan. 

pada ayat 
enentukan 

merupakan 
etiap warga 

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksu 
(1 )  huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam 
capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh 
negara secara minimal. 

Pasal 94 

( 1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan endekatan 
penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c berpedoman pada: 
a. indikator kinerja; 
b. tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai anali is standar 

belanja; 
c. standar harga satuan; 
d. rencana kebutuhan BMD; dan 
e. standar pelayanan minimal. 

(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a 
merupakan ukuran keberhasilan yang akan d capai dari 
Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang diencanakan 
meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil. 

(3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada aya (1 )  huruf b 
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan capai dari 
keadaan semula dengan mempertimbangkan fakt r kualitas, 
kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan ari setiap 
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. 

(4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b 
merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Pr ogram atau 
Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan/S b kegiatan 
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan enggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang teru 

(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beb kerja dan 
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan/Sub 
kegiatan. 

(6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1 )  
huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 
mempertimbangkan standar harga satuan regional s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3). 

Pasal 95 

(1 )  RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembi 
tahun yang direncanakan serta prakiraan maju 
berikutnya. 

0 ayat ( 1 )  

aan untuk 
tuk tahun 



(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan ebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dirinci sampai dengan sub rincian 
obyek. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  uga memuat 
informasi mengenai Urusan Pemerintahan daer , organisasi, 
standar harga satuan, dan Kinerja yang akan [dicapai dari 
Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. 

Pasa196 

(  1 )  Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1 ) ,  memuat Urusan Pemerintahan daera , organisasi, 
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub 'incian obyek 
Pendapatan Daerah. 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fu gsinya serta 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pa al 95 ayat ( 1 )  

dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organissi,  Program, 
Kegiatan, Subkegiatan kelompok belanja yang asing-masing 
diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek, d sub rincian 
obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud da am Pasal 95 
ayat ( 1 )  memuat kelompok: 
a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digu untuk 

menutup defisit APBD; dan 
b .  pengeluaran Pembiayaan yang dapat digu akan untuk 

memanfaatkan surplus APBD, yang masing-mas ng diuraikan 
menurut jenis, obyek, rincian obyek, dan sub incian obyek 
Pembiayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dim ksud dalam 
Pasal 95 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang 

dike lo la sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) 
memuat nama SKPD selaku PA. 

(7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dim sud dalam 
Pasal 95 ayat (3) terdiri dari indikator Ki n e rj ,  tolok ukur 
Kinerja, dan Sasaran Kinerja. 

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) 
memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) 
memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

( l0 )Su b  kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pas 1 95 ayat (3) 
memuat nama Sub kegiatan yang akan dilaks nakan SKPD 
dalam tahun anggaran berkenaan. 



pada 
melakukan 

( 3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD se bagaimana di 
ayat ( 1 )  terdapat ketidaksesuaian, kepala SKP 
penyempurnaan. 

( 4) Ke ten tuan le bih lanju t mengenai tata cara verifikasi se bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur lebih lanjut den Peraturan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah te tang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer 

Pasal 97 

( 1 )  RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat ( 1 )  disampaikan epada TAPD 
melalui PPKD untuk diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan oleh 
TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKP dengan: 
a. KUA dan PPAS; 
b. prakiraan maju yang telah disetujui tah n anggaran 

sebelumnya; 
c. dokumen perencanaan lainnya; 
d. capaian Kinerja; 
e .  indikator kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 
i. standar pelayanan minimal; 
j .  proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggara berikutnya; 

dan 
k. program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA 

Pasal98 

( 1 )  PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD an dokumen 
pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah di empumak:an 
oleh kepala SKPD. 

Urusan 
dan 

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  memuat lampiran paling sedikit terdiri ata : 
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut elompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan 

organisasi; 
c .  rincian APBD menurut Urusan Pemerint an daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

d . rekapitulasi belanja dan kesesuaian 
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, 
su bkegia tan; 

e . rekapitulasi Belanja Daerah untuk kese arasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jab tan; 

g. daftar Piutang Daerah; 



h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi da rah lainnya; 
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurang aset tetap 

daerah; 
j .  daftar perkiraan penambahan dan pengurangan set lain-lain; 
k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam t un anggaran 
yang direncanakan; 

1. daftar dana cadangan; dan 
m. daftar pinjaman daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Pera uran Bupati 
tentang penjabaran APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penja APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat la 
sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifik si menurut 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub incian obyek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerint han daerah, 
organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, kelpmpok, jenis, 
obyek, rincian obyek, sub rincian obyek pendap tan, belanja, 
dan Pembiayaan; 

c . daftar nama penerima, alamat penerima, dan b saran hibah; 
dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, an besaran 
bantuan sosial. 

Pasal99 

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusu oleh PPKD 
disampaikan kepada Bupati. 

BABV 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATA 

DAN BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ang aran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 100 

( 1 )  Bupati wajib mengajukan rancangan Perda t ntang APBD 
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepa a DPRD. 

(2) Pengajuan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan paling lam at 60 (enam 
puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun angg ran berakhir 
untuk memperoleh persetujuan bersama antar Bupati dan 
DPRD. 



Pasal 10 1  

( 1 )  Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh 
Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaik rancangan 
Perda tentang APBD beserta penjelasan da, dokumen 
pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan · perundang 
undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD ebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  berpedoman pada R K PI ·,  KUA, dan 
PPAS. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah t ntang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer 

Pasal 102 

( 1 )  Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama ran angan Perda 
tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelu dimulainya 
tahun anggaran setiap tahun. 

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  Bupati menyiapkan rancangan Peraturan B pati tentang 
penjabaran APBD. 

(3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bers: la rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) b Ian sebelum 
dimulainya tahun anggaran setiap tahun [sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dikenai sanksi adminitratif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD k rena Bupati 
terlambat menyampaikan rancangan Perda te tang APBD 
kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
100 ayat (2),sanksi sebagaimana dimaksud pada yat (3) tidak 
dapat dikenakan kepada anggota DPRD. 

0 
. 

Pasel 103 z s 
wr 

( 1 )  Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil periuuan 
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disa aikan 
rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati k pada PRO, 
Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati t ntang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebeiumnya. (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang( APBD [sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  diprioritaskan untuk elanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  dapat dilampaui apabila te dapat: 
a. kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatk tambahan 

pembebanan pada APBD; dan/atau 
b . keadaan darurat termasuk keperluan men esak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undang . 



Pasal 104 

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaima a dimaksud 
dalam Pasal 103 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri tas: 
a. ringkasan APBD; 
b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; 
c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

organisasi; 
d. rincian APBD menurut Urusan Daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, kelo pok, jenis, 
obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menu t Urusan 
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, K giatan, dan 
Subkegiatan; 

f. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dal kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 

g. daftar jurnlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
h .  daftar piutang Daerah; 
i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daer lainnya; 
j .  daftar perkiraan penambahan dan pengurang aset tetap 

Daerah; 
k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan as 
1. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tah n anggaran 
1n1; 

m. daftar dana cadangan; 
n. daftar Pinjaman Daerah; 
o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan be aran hibah; 

dan 
p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan bes ran bantuan 

sosial. 

Pasal 105 

( 1 )  Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana sud dalam 
Pasal 103 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Pera ran Bupati 
setelah memperoleh pengesahan dari gubernur ebagai wakil 
Pemerintah Pusat bagi Daerah. 

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana di 
ayat ( l ) ,  rancangan Peraturan Bupati tentang 
larnpirannya disampaikan paling lambat 15 (lim belas) hari 
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputu an bersama 
dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang BD . 

(3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) h i, gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahk rancangan 
peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1 ) ,  Bupati 
menetapkan rancangan peraturan Bupati menjali  peraturan 
Bupati. 



Pasal 106 

( 1 )  Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlamb tan, Bupati 
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling ti vggi sebesar 
seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tah n anggaran 
sebelumnya. 

(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
dibatasi hanya untuk mendanai keperluan men esak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dala Peraturan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bu 
Penjabaran Rancangan Anggaran 
dan Pendapatan Belanja Daerah 

Pasal 107 

ggaran 
ati tentang 

( 1 )  Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetjui bersama 
dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjaparan APBD 

disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pem rintah Pusat 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetuju rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD untuk dieval si sebelum 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancanga Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS y% ug disepakati 
antara Bupati dan DPRD. 

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemeri tah Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tent g APBD dan 
rancangan Peraturan Bupati tentang penjab an APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  sesuai deng n ketentuan 
peraturan perundang-undangan, kepentingan u um, RKPD, 
KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan ran angan Perda 
tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Pera uran Bupati 
tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan B pati sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

() Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemeri Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda t e n t a g  APBD dan 
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabauran APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  tidak se uai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepent ngan umum, 
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati ber ama DPRD 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 ( tuju» )  hari sejak 
hasil evaluasi diterima. 



Pasal 108 

( 1 )  Penyempumaan hasil evaluasi sebagaimana dim ksud dalam 
Pasal 107 ayat (4) dilakukan Bupati melalui T PD bersama 
dengan DPRD melalui badan anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaks d pada ayat 
(2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah te tang APBD. 

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana d im ak s ud  pada ayat 
(2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaks d pada ayat 
(2) disampaikan kepada gubemur untuk APBD p ing lambat 3 

(tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

Bagian Keempat 
Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pe dapatan dan 

Belanja Daerah dan Peraturan Bupati ten ang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah 

Pasal 109 

( 1 )  Rancangan Perda tentang APBD dan rancang 
Bupati tentang penjabaran APBD yang tela 
ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD daj rancangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan paling lamb t tanggal 3 1  
Desember tahun sebelumnya. 

(3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD d Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD kepada gube ur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah paling lambat (tujuh) hari 
setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan. 

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yan berwenang 
menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan B pati tentang 
penjabaran APBD. 

BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 1 1 0  

( 1 )  Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam 
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 
dikelola oleh BUD .  

ayat ( 1 )  

Peraturan 
dievaluasi 

APBD dan 



(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  sesuai dengan ketentu n peraturan 
perundang-undangan tidak dilakukan melalui tekening Kas 
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan da pengesahan 
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut. 

Pasal 1 1 1  

( 1 )  PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dan orang atau badan yang me erima atau 
menguasai uang/kekayaan Daerah wajib men elenggarakan 
penatausahaan sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesah an dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang m njadi dasar 
penerimaan atau pengeluaran atas pelaks APBD 
bertanggung jawab terhadap kebenaran materi akibat 
yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksu . 

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud p da ayat (2) 
merupakan kebenaran atas penggunaan anggar dan Hasil 
yang dicapai atas Behan APBD sesuai dengan kewenangan 
pejabat yang bersangkutan. 

Pasal 1 1 2  

Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pu gutan selain 
dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali di entukan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan an. 

Pasal 1 1 3  

Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Pene 
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengel 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peratura 
undangan. 

Pasal 1 1 4  

ran, kecuali 
perundang- 

( 1 )  Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan y ng berakibat 
pengeluaran atas Behan APBD apabila ang aran untuk 
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia ata tidak cukup 
tersedia. 

(2) Setiap pengeluaran atas Behan APBD didasarkan atas DPA dan 

SPD atau dokumen lain yang dipersamakan denga SPD. 

(3) Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakuka pengeluaran 
atas Behan APBD untuk tujuan lain dari yang te ditetapkan 
dalam APBD. 



Pasal 1 1 5  

( 1 )  Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani 
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani 
c. pejabat yang diberi wewenang kan surat 

pertanggungiawaban; 
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani 
e. bendahara penerimaan dan bendahara pengelu 
f. bendahara penerimaan pembantu dan 

pengeluaran pembantu; 
g. bendahara khusus; dan 
h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APB . 

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan sebelum dim lainya tahun 
anggaran berkenaan. 

(3) Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai deng ketentuan 
peraturan perundang-undangan tidak dilaku melalui 
Rekening Kas Umum Daerah, pencataan Peneri 
dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD 
penerimaan dari PA. 

(4) Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan tidak an melalui 
Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah 
dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan 
pengeluaran dari PA. 

(5) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan sur t bukti yang 

menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkap n dokumen 
laporan sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan. 

(6) Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaks aan APBD 
terkendala adanya perubahan organisasi, atau 
berhalangan maka kepala daerah menetapkan jejabat untuk 
pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tah n anggaran 
berkenaan dapat melaksanakan tugas pengel a keuangan 
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Kas Umum Daerah 

Pasal 1 1 6  

( 1 )  Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD 
membuka Rekening Kas Umum Daerah pada ban umum yang 
sehat. 

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) ,  ditetapkan 
oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan. 



(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud p da ayat (2), 
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang 
bersangkutan. 

Pasal 1 1 7  

( 1 )  Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan 
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekenin penerimaan 
dan rekening pengeluaran pada bank yang dite pkan oleh 
Bupati. 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah etiap hari. 

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil y un g  seluruh 
penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum 
Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akh r hari. 

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaima a dimaksud 
pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakuka setiap hari, 
pemindahbukuan dapat dilakukan secara b rkala yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana 
untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah se uai rencana 
pengeluaran, yang besarannya ditetapkan denga Peraturan 
Bupati. 

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerima dan/atau 
rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekenin Kas Umum 
Daerah dilakukan atas perintah BUD. 

Pasal 1 1 8  

( 1 )  Bupati dapat memberi izin kepada kepala 
membuka rekening penerimaan melalui BUD yan ditetapkan 
oleh Bupati pada bank umum. 

(2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala D untuk 
membuka rekening pengeluaran melalui BUD yan ditetapkan 
oleh Bupati pada bank umum untuk menampung U . 

Pasal 1 1 9  

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa gi r o ,  dan/atau 
imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan 
tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku s~sua i  dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 120 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan ya g diberikan 
oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pa a bank yang 
bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peratura perundang- 

undangan. 



Pasal 12 1  

erah dapat 
gka pendek 

digunakan 
aerah, tugas 

( 1 )  Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah 
mendepositokan dan/ atau melakukan investasi j 

atas uang milik Daerah yang sementara belu 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan 
Daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

(2) Deposito dan/ atau investasi jangka pendek ebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  harus disetor ke Rekenin Kas Umum 
Daerah paling lambat per 3 1  Desember. 

Bagian Keempat 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Angga an 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 122 

( 1 )  PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD ag menyusun 
dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling 1 bat 3 (tiga) 
hari setelah Peraturan Bupati tentang penja aran APBD 
ditetapkan. 

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 ) ,  
memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, 
Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk menc pai Sasaran, 
rencana penerimaan dana, dan rencana penarika dana setiap 
satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKP yang telah 
disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1 )  
disampaikan. 

Pasal 123 

( 1 )  TAPD melakukan verifikasi rancangan 
dengan kepala SKPD yang bersangkutan. 

(2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaima a dimaksud 
pada ayat ( 1 )  diselesaikan paling lambat 15 (Ii a belas) hari 
sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentan penjabaran 
APBD. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaks d pada ayat 
( 1 )  PPKD mengesahkan rancangan DPA S PD setelah 
mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentan penjabaran 
APBD, SKPD melakukan penyempumaan rancang n DPA SKPD 
untuk disahkan oleh PPKD dengan persetuju n Sekretaris 
Daerah. 

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana di aksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang 
bersangkutan kepada satuan kerja yang seca a fungsional 
melakukan pengawasan daerah paling lambat (tujuh) hari 
sejak tanggal disahkan. 



(6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala 
SKPD selaku PA. 

Bagian Keempat 
Anggaran Kas dan SPD 

Pasal 124 

{  1 )  PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Peme ntah Daerah 
untuk mengatur ketersediaan dana dala mendanai 
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan] dana yang 
tercantum dalam DPA SKPD. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  memuat 
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari pe erimaan dan 
perkiraan arus kas keluar yang digunakan un k mendanai 
Pengeluaran Daerah dalam setiap periode. 

Pasal 125 

( I )  Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitk SPD dengan 
mempertimbangkan: 
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 
c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan yang 

tercantum dalam DPA SKPD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  disiapk oleh Kuasa 
BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. 

Pasal 126 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusuran Anggaran 
Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 dan Pasal 
125 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berp doman pada 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pendapatan Daerah 

Pasal 127 

(  1 )  Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh p nerimaannya 
ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat d lam waktu 1 
(satu) hari. 

(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dija gkau dengan 
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan p layanan jasa 
keuangan, serta kondisi o bjektif lainnya, penyetor penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat mel bihi 1 (satu) 
hari yang diatur dalam Peraturan Bupati. 



(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yan lengkap dan 
sah atas setoran. 

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d at meliputi 
dokumen elektronik. 

(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaima a dimaksud 
pada ayat ( l )  menggunakan surat tanda setoran. 

Pasal 128 

( 1 )  Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaima a dimaksud 
dalam Pasal 127 ayat (5) dilakukan secara tu ai dan/atau 
nontunai. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  lianggap sah 
setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau tokumen lain 
yang dipersamakan. 

(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan ua 
surat berharga yang dalam penguasaannya: 
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2); dan/atau 
b. atas nama pribadi. 

Pasal 129 

( 1 )  Bendahara Penerimaan pada SKPD wajio menelenggarakan 
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pe yetoran atas 
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib Ienyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepad PA melalui 
PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan beriku 

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib enyampaikan 
laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

( 4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisi atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana di aksud pada 
ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

Pasal 130 

( 1 )  Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 
berulang dan terjadi pada tahun yang sama aupun tahun 
sebelumnya dilakukan dengan membebankan ada rekening 
penerimaan yang bersangkutan. 

(2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 
tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang s ma dilakukan 
dengan membebankan pada rekening yang 
bersangku tan. 

(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelum ya dilakukan 
dengan membebankan pada rekening belanja tida terduga. 



Bagian Keenam 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja D erah 

Pasal 1 3 1  

( 1 )  Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang len kap dan sah 
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang men ih. · 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APB tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah t ntang APBD 
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Daer h. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada at (2) tidak 
termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/ at u keperluan 
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 132 

PA melalui 
lain yang 

gan besaran 
Pengeluaran 

SPD atau 

( 1 )  Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepad 
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokume 
dipersamakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimb 
SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara 
Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasark 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimb gan besaran 
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahar Pengeluaran 
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD au dokumen 
lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri at s: 
a. SPP UP; 
b. SPP Ganti Uang; 
c. SPP TU; dan 
d. SPP LS. 

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan a at (3) terdiri 
atas: 
a. SPP TU; dan 
b. SPP LS. 

Pasal 133 

( 1 )  Penerbitan dan pengajuan dokumen 
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian U . 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP Ganti U ng dilakukan 
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengg nti UP. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP da Ganti Uang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) ditetapkan 
dengan keputusan Bupati. 

(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
diajukan dengan melampirkan Keputusan B pati tentang 
besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . 



(5) Pengajuan SPP Ganti Uang sebagaimana dimaksud ada ayat (2) 
dilampiri dengan dokumen asli pertang ngjawaban 
penggunaan UP. 

Pasal 134 

( 1 )  Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluar n Pembaritu 
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan K giatan yang 
bersifat mendesak dan tidak dapat mengguna an SPP LS 
dan/atau SPP UP/Ganti Uang. 

(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapa persetujuan 
dari PPKD dengan memperhatikan rincian ke utuhan dan 
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peratur Bupati. 

(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, 
sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk: 
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 {satu) bulan; 

dan/atau; 
b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal d ri yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali 
PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana. 

Pasal 135 

( 1 )  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS di akukan oleh 
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 
a. gaji dan tunjangan; 
b .  kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan ·asa; dan 
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai deng n ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayar pengadaan 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian k wenangannya 
kepada KPA. 

Pasal 136 

( 1 )  Pengajuan dokumen SPP LS untuk pengadaan 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam sal 135 ayat 
( 1 )  huruf b oleh Bendahara Pengeluar n/Bendahara 
Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lamba 3 (tiga) hari 
sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalu PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkap persyaratan 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peratur perundang 
undangan. 



Pasal 137 

ksud dalam 
P yang telah 
SPM GU. 

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana di 
Pasal 133 ayat (2) PA mengajukan penggantian 
digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitk 

( 1 )  Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dim ksud dalam 
Pasal 133 ayat ( 1 )  PA mengajukan permintaan UP epada Kuasa 
BUD dengan menerbitkan SPM UP. 

(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana di aksud dalam 
Pasal 134 ayat ( 1 )  PA/KPA mengajukan perminta n TU kepada 
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU. 

Pasal 138 

( 1 )  Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 135 ayat ( 1 )  PPK SKPD/P K Unit SKPD 
melakukan verifikasi atas: 
a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pi ak penagih; 
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ 

sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan 
barang/ jasa; dan 

c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaks d pada ayat 
( 1 )  PA/KPA memerintahkan pembayaran atas eban APBD 
melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, A/KPA tidak 
menerbitkan SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dal m hal hasil 
verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana di aksud pada 
ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung seja diterimanya 
SPP. 

Pasal 139 

( 1 )  Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM ang diterima 
dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank ope asional mitra 
kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada at ( 1 )  paling 
lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana di aksud pada 
ayat (2) Kuasa BUD berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA 

berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/ PA; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD 

yang tercantum dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bers gkutan; dan 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasa Pengeluaran 

Daerah. 



(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diaju an PA/KPA 
apabila: 
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Ja ab PA/KPA; 

dan/atau 
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam al ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lamba 1 (satu) hari 
terhitung sejak diterimanya SPM. 

Pasal 140 

( 1 )  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluara pembantu 
melaksanakan pembayaran setelah: 
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran ya g diterbitkan 

oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan ya 

dalam dokumen pembayaran; dan 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluara pembantu 
wajib menolak melakukan pembayaran dari PA KPA apabila 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1 )  tidak 
dipenuhi. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluara pembantu 
bertanggung jawab secara pribadi atas pem ayaran yang 
dilaksanakannya. 

Pasal 141  

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pem antu sebagai 
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib 
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. 

Pasal 142 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang memebani tahun 
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 143 

( 1 )  Bendahara Pengeluaran secara adminis ratif wajib 
mempertanggungiawabkan penggunaan UP/Ganr Uang/TU/LS 
kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tan gal 10 bulan 
berikutnya. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluar pembantu 
pada SKPD wajib mempertanggungiawabkan sec ra fungsional 
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung ja abnya dengan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
kepada PPKD selaku BUD paling lambat tan gal 10 bulan 
berikutnya. 



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penyrbitan surat 
pengesahan laporan pertanggungjawaban peng luaran dan 
sanksi keterlambatan penyampaian laporan 
pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupat . 

(4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara 
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lilaksanakan 
setelah diterbitkan surat pengesahan pertan gungiawaban 
pengeluaran oleh PA/KPA. 

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada 
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran ana 
Desember disampaikan paling lambat tanggal 3 1  D  sember. 

Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pembiayaan Daerah 

Pasal 144 

( 1 )  Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daer sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan melalui Rekeni g Kas Umum 
Daerah. 

(3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembi yaan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai den an ketentuan 
peraturan perundang-undangan tidak dila kan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan p ncatatan dan 
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembi yaan Daerah 
terse but. 

Pasal 145 

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelum a digunakan 
dalam tahun anggaran berjalan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran; 
b . mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang b lum tersedia 

anggarannya; 
c .  membayar bunga dan pokok Utang dan/atau oligasi daerah 

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahu ui perubahan 
APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegaw · ASN akibat 

adanya kebijakan Pemerintah; 
f. mendanai Program, Kegiatan, clan Subkegiatan yang belum 

tersedia anggarannya; dan/ atau 
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasara Kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DP SKPD tahun 
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampa dengan batas 
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun angg ran berjalan. 



Pasal 146 

( 1 )  Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencan penggunaan 
Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud p da ayat (1 )  
dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yan ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembe tukan Dana 
Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada a at (2) paling 
tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang ak n digunakan 
sesuai peruntukannya pada tahun anggaran ber enaan sesuai 
dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Da rah tentang 
pembentukan Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
dilakukari dengan surat perintah pemindahbuku oleh Kuasa 
BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 147 

( 1 )  Pengalokasian anggaran untuk pembentukan a Cadangan 
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai denga jumlah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pemb ntukan Dana 
Cadangan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud p da ayat (1 )  
dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daer; ke rekening 
Dana Cadangan. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) 
dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD at s persetujuan 
PPKD. 

Pasal 148 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaa , Kuasa BUD 
berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang d terbitkan oleh 

kepala SKPKD; 
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pe biayaan yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pe bayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi per aratan yang 
ditetapkan. 



Bagian Kedelapan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 149 

( 1 )  Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan ang meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan emeliharaan, 
penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, enghapusan, 
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan p ngendalian. 

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1 )  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan. 

BAB VII 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERT MA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE H DAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA JA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer h 

Pasal 150 

( 1 )  Pemerintah Daerah menyusun laporan realis si semester 
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bula berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan 
kepada DPRD paling lambat pada akhir bul Juli tahun 
anggaran berkenaan. 

Bagian Kedua 
Dasar Perubahan Anggaran Pendapat 

dan Belanja Daerah 

Pasal 1 5 1  

( 1 )  Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 150 menjadi dasar perubah n APBD. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada yat ( 1 )  dapat 
dilakukan apabila terjadi: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asums KUA; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakuk pergeseran 

anggaran antar organisasi, antar unit org nisasi, antar 
Program, antar Kegiatan, antar Subkegiatan d antar jenis 
belanja; 

c .  keadaan yang menyebabkan SiLPA anggaran 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun an aran berjalan; 

d .  keadaan darurat; dan/atau 
e. keadaan luar biasa. 



Bagian Ketiga 
Perubahan Kebijakan Umum Anggar 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Se entara 

Pasal 152 

( 1 )  Perkembangan yang tidak sesuai dengan usumsi KUA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 1  ayat (2) uruf a dapat 
berupa terjadinya: 
a .  pelampauan at.au t.idak tercapainya proyeksi' Pendapatan 

Daerah; 
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi B lanja Daerah; 

dan/atau 
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaa Daerah. 

(2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1 )  ke 
dalam rancangan perubahan KUA serta pe bahan PPAS 
berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana d maksud pada 
ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan a umsi dengan 
KUA yang ditetapkan sebelumnya. 

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana d maksud pada 
ayat (2) disertai penjelasan: 
a. program, kegiatan, dan sub kegiatan yang d a j a t  diusulkan 

untuk ditampung dalam perubahan A BD dengan 
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun 
anggaran berjalan; 

b . capaian sasaran kinerja program, kegiatan, da sub kegiatan 
yang harus dikurangi dalam perubahan APBD abila asumsi 
KUA tidak tercapai; dan 

c . capaian sasaran kinerja program, kegiatan, da sub kegiatan 
yang harus ditingkatkan dalam perubahan PBD apabila 
melampaui asumsi KUA. 

Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 153 

Pergeseran anggaran sebagaimana dimak ud dalam 
Pasal 1 5 1  ayat (2) huruf b dapat dilakukan antar or anisasi, antar 
unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, ant sub kegiatan 
dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek 
dan/ atau sub rincian objek. 

Pasal 154 

(  1 )  Pergeseran anggaran terdiri atas : 
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan pe bahan APBD; 

dan 
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabk 

APBD. 
perubahan 



(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud d lam ayat ( 1 )  
huruf a yaitu: 
a. pergeseran antar organisasi; 
b.  pergeseran antar unit organisasi; 
c.  pergeseran antar program; 
d. pergeseran antar kegiatan; 
e.  pergeseran antar sub kegiatan; 
f. pergeseran antar kelompok; dan 
g. pergeseran antar jenis. 

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf 
b yaitu:  

a. pergeseran anggaran antar objek dalam jeni yang sama 
dapat dilakukan atas persetujuan Sekre aris Daerah 
pergeseran anggaran antar sub rincian objek alam rincian 
objek yang sama dapat dilakukan atas persetuj an PPKD; 

b. pergeseran anggaran antar rincian objek dal objek yang 
sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; 

c.  pergeseran antar sub rincian objek dalam rinci objek yang 
sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; 

d. perubahan atau pergeseran atas uraian d sub rincian 
objek dapat dilakukan atas persetujuan PA; 

e. pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama 
dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris D erah; dan 

f. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu da at dilakukan 
atas persetujuan Sekretaris Daerah melalui TA D. 

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan pe bahan APBD 
yang dilakukan sebelum perubahan APBD, da at dilakukan 
tanpa melakukan perubahan Peraturan B ati tentang 
penjabaran APBD terlebih dahulu dan apabila pe bahan APBD 
dilakukan, pergeseran anggaran ditetapkan dal Peraturan 
Bupati tentang perubahan penjabaran APBD. 

(5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan pe bahan APBD 
yang dilakukan setelah perubahan APBD dita pung dalam 
Laporan Realisasi Anggaran. 

(6) Semua pergeseran anggaran dapat dilaksanak berdasarkan 
perubahan DPA-SKPD. 

(7) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum pe bahan APBD 
melalui ketetapan Bupati dengan diberitahikan kepada 
pimpinan DPRD 

(8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada yat (7) dapat 
berupa kondisi mendesak atau perub an prioritas 
pembangunan baik di tingkat nasional atau daera . 

(9) Pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum pe bahan APBD, 
pergeseran anggaran ditampung dalam P rda tentang 
Perubahan APBD. 

(lO)Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah pe bahan APBD, 
dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. 



( 1  l)Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyus n perubahan 
DPA-SKPD. 

( 12 )  Pergeseran anggaran yang menyebabkan peru ahan APBD 
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. 

(13)Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran an aran kas. 

(14)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perges ran anggaran 
diatur dalam Peraturan Bupati sesuai deng ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Angg an 

Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran 'endapatan 
dan Belanja Daerah 

Pasal 155 

( 1 )  Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pendanaan 
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 5 1  ayat (2) 
huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam P rubahan DPA 
SKPD dan atau RKA SKPD. 

(2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sesuai den an ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Bagian Keenam 
Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal 156 

( 1 )  Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran un k mendanai 
keadaan darurat termasuk keperluan mendesa yang belum 
tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud d lam Pasal 66 
ayat ( 1 )  dalam rancangan perubahan APBD. 

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai k e al la an  darurat 
termasuk keperluan mendesak sebagaimana di aksud pada 
ayat ( 1 )  dilakukan setelah perubahan APBD at u dalam hal 
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubaha APBD maka 
pengeluaran tersebut disampaikan dalam lap ran realisasi 
anggaran. 

Bagian Ketujuh 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 157 

( 1 )  Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keada luar biasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 1  ayat (2) uruf e. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ada ayat (1 )  
merupakan keadaan yang menyebabkan estima i penerimaan 
dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami enaikan atau 
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh pers ) .  



(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat 
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentua 
perundang-undangan. 

Pasal 158 

eadaan luar 
iatur dalam 

peraturan 

( 1 )  Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebab an estimasi 
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan le ih dari 50% 

(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dal Pasal 157 
ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan b dan/atau 
peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program, egiatan, dan 
Subkegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyeba kan estimasi 
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan 1 bih dari 50% 

(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dal , Pasal 157 
ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ula g dan/atau 
pengurangan capaian Sasaran Kinerja · Program, egiatan, dan 
Subkegiatan lainnya dalam tahun anggaran berke aan. 

Bagian Kedelapan 
Penyusunan Perubahan Anggaran Penda atan 

dan Belanja Daerah 

Pasal 159 

( 1 )  Rancangan perubahan KUA dan rancangan pe bahan PPAS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) disampaikan 
kepada DPRD paling lambat minggu pertama Ian Agustus 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan pe bahan PPAS 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dibahas bersama dan 
disepakati menjadi perubahan KUA dan perubah PPAS paling 
lambat minggu kedua bulan Agustus dalam ta un anggaran 
berkenaan. 

Pasal 160 

( 1 )  Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang te h disepakati 
Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud da am Pasal 159 

ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dal m menyusun 
RKA SKPD . 

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaim na dimaksud 
pada ayat ( 1 )  disampaikan kepada Perangkat D erah disertai 
dengan: 
a. program, kegiatan, dan subkegiatan baru; 
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada P KD; dan/atau 



d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode re ning APBD, 
format RKA SKPD, format perubahan DPA S PD, analisis 
standar belanja, standar harga satuan, perencanaan 
kebutuhan BMD dan pedoman penyusunan APBD serta 
dokumen lain yang dibutuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dilakukan 
paling lambat minggu ketiga bulan Agustus ta n anggaran 
berkenaan. 

Pasal 161 

( 1 )  Kepala SKPD menyusun perubahan RKA SKPD berdasarkan 
perubahan KUA dan perubahan PPAS se a pedoman 
penyusunan perubahan RKA SKPD sebagaim a dimaksud 
dalam Pasal 160 ayat (2). 

(2) Perubahan RKA SKPD sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 
rancangan Perda tentang perubahan APBD. 

Pasal 162 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 96 erlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada 
perubahan APBD. 

Pasal 163 

( 1 )  DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana di 
Pasal 160 ayat (2) huruf b berupa peni gkatan atau 
pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, [Kegiatan dan 
sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sas ran Kinerja 
Program, Kegiatan dan subkegiatan sebagaim a dimaksud 
pada ayat ( 1 )  diformulasikan dalam perubahan DP SKPD. 

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sas; an Kinerja, 
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub incian obyek 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebel m dilakukan 
perubahan maupun setelah perubahan. 

Pasal 164 

Subkegiatan 
D yang telah 
elalui PPKD 

( 1 )  RKA SKPD yang memuat Program, Kegiatan 
baru yang akan dianggarkan dalam perubahan A 
disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD 
un tuk diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  [ilakukan oleh · 
TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perub an RKA SKPD 
dengan: 



a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 
b. prakiraan maju yang telah disetujui; 
c. dokumen perencanaan lainnya; 
d. capaian kinerja; 
e. indikator kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. standar kebutuhan barang milik daerah; 
i. rencana kebutuhan barang milik daerah; 
j .  standar pelayanan minimal; dan 
k. program, kegiatan, subkegiatan antar RKA SKPD 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana di 
ayat ( 1 )  terdapat ketidaksesuaian, kepala SKP 
penyempumaan. 

aksud pada 
melakukan 

Pasal 165 

( 1 )  PPKD menyusun rancangan Perda tentang peruba an APBD dan 
dokumen pendukung berdasarkan perubahan R SKPD yang 
telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  memuat lampiran paling sedikit terdiri 
atas: 
a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifiasi menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan P mbiayaan; 
b . ringkasan perubahan APBD menurut Urusan emerintahan 

daerah dan organisasi; 
c .  rincian perubahan APBD menurut Urusan emerintahan 

daerah, organisasi, Program, Kegiatan, subk giatan, akun, 
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pem iayaan; 

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesu ian menurut 
Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Pro g ram, Kegiatan 
dan sub kegiatan beserta target dan indikator; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk kes larasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah d fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenu 
g. sinkronisasi program pada RPJMD deng rancangan 

perubahan APBD; 
h . sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiat n pada RKPD 

dan PPAS dengan rancangan perubahan APBD 
i .  sinkronisasi program prioritas nasional de 

prioritas daerah 
j .  daftar jumlah pegawai per golongan dan per ja 
k. daftar Piutang Daerah; 
I. daftar penyertaan modal daerah dan inv stasi daerah 

lainnya; 
m. daftar perkiraan penambahan dan penguran an aset tetap 

daerah; 
n. daftar perkiraan penambahan dan penguranan aset lain 

lain; 



ada ayat ( 1 )  

ran Bupati 

o. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali lam tahun 
anggaran berkenaan; 

p. daftar subkegiatan tahun jamak (multiears) 

q. daftar Dana Cadangan daerah; dan 
r. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Per 
tentang penjabaran perubahan APBD. 

besaran 

() Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabar perubahan 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) me uat lampiran 
paling sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yan diklasifikasi 

menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian o yek dan sub 
rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiay an; 

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan emerintahan 
daerah, organisasi, Program, Kegiatan, subkegiatan, 
kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek da sub rincian 
obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan b saran hibah; 
dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, 
ban tuan sosial. 

e. daftar nama penerima, alamat penerima, besaran 
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat usus. 

f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan b saran belanja 
bagi hasil. 

Pasal 166 

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang tel disusun oleh 
PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 ayat (1  disampaikan 
kepada Bupati. 

Bagian Kesembilan 
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapat n dan 

Belanja Daerah 

Pasal 167 

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tenta g perubahan 
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokum n pendukung 
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetu uan bersama 
paling lambat minggu kedua bulan September t un anggaran 
berkenaan. 

Pasal 168 

( 1 )  Pembahasan rancangan Perda tentang peru ahan APBD 
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD se elah Bupati 
menyampaikan rancangan Perda tentang pe tbahan APBD 
beserta penjelasan dan dokumen pendukung esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(2) Pembahasan rancangan Perda tentang peru ahan APBD 
berpedoman pada perubahan RKPD, perubaha KUA, dan 
perubahan PPAS. 

Bagian Kesepuluh 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah t ntang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah 

Pasal 169 

( 1 )  Pengambilan keputusan mengenai rancangan erda tentang 
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama upati paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggar n berkenaan 
berakhir. 

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaim na dimaksud 
pada ayat ( 1 )  tidak mengambil keputusan ber ama dengan 
Bupati terhadap rancangan Perda tentang peru ahan APBD, 
Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan 
dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan A 
setelah ditetapkannya Perda tentang pertan 
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

ngjawaban 

Bagian Kesebelas 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubah 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 170 

erubahan 
ancangan 
Anggaran 

( 1 )  Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang elah disetujui 
bersama dan rancangan Peraturan Bupati tenta g penjabaran 
perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 
persetujuan rancangan Perda tentang perubaha APBD untuk 
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD d rancangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran peru ahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disertai den an perubahan 
RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS y g disepakati 
antara Bupati dan DPRD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dil kan untuk 
menguji kesesuaian rancangan Perda tentang pe bahan APBD 
dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjaba an perubahan 
APBD dengan: 
a . ketentuan peraturan perundang-undangan yan lebih tinggi; 
b. kepentingan umum; 
c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan peruba an PPAS; dan 

d. RPJMD. 



(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tenta g perubahan 
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentan penjabaran 
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada a at ( 1 )  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, pe bahan KUA, 
perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapke rancangan 
tersebut menjadi Perda dan Peraturan Bupati s suai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pusat 
menyatakan basil evaluasi rancangan Perda tenta g perubahan 
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentan penjabaran 
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada yat ( 1 )  tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u dangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum, perubaban R K P) ·,  perubahan 
KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati b rsama DPRD 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tuj ) hari sejak 
hasil evaluasi diterima. 

Pasal 1 7 1  

( 1 )  Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana di aksud dalam 
Pasal 170 ayat (6) dilakukan Bupati melalui T P D  bersama 
dengan DPRD melalui badan anggaran. 

(2) Hasil penyempumaan sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1 )  

ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaks d pada ayat 
(2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perub ban APBD. 

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimak 
(2) dilaporkan pada sidang paripuma berikutnya. 

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaks d pada ayat 
(2) disampaikan . kepada gubernur untuk pe bahan APBD 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputu an tersebut 
ditetapkan. 

(6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap a u sementara 
dalam waktu yang bersamaan, yang melaks akan tugas 
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatang i keputusan 
pimpinan DPRD. 

(7) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diter itkan sampai 
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima basil evaluasi dari 
gubernur, Bupati menetapkan Perda Peru ahan APBD 
berdasarkan basil penyempumaan evaluasi. 

(8) Perda tentang Perubahan APBD harus terlebih d ulu mendapat 
nomor registrasi dari gubemur. 

BAB VIII 
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KUAN' AN 

Bagian Kesatu 
Akuntansi 



Pasal 172 

( 1 )  Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdas kan: 
a. kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; 
b. SAPD; dan 
c. BAS untuk Daerah. 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u dangan. 

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimak ud pada ayat 
( 1 )  dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

Pasal 173 

( 1 )  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 172 ayat ( 1 )  huruf a melip ti kebijakan 
akuntansi pelaporan keuangan dan kebjakan aku tansi akun. 

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  memuat penjelasan atas unsur-unsur 
laporan keuangan yang berfungsi sebagai pa duan dalam 
penyajian pelaporan keuangan. 

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud ada ayat (1 )  
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penil an, dan atau 
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai den an SAP atas: 
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan ntansi dalam 

SAP; dan . 
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan ntansi dalam 

SAP. 

(4) Ketentuan lebih kanjut mengenai Kebijak Akuntansi 
Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 174 

( 1 )  SAPD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 72 ay t ( 1) huruf b 
memuat pilihan prosedur dan teknik aku tansi dalam 
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, 
posting kedalam buku besar, penyusunan nera a saldo, dan 
penyajian laporan keuangan. 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimak d pada ayat 
( 1)  paling sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c . neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  m liputi sistem 
akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPD diatur da m Peraturan 
Bupati. 



Pasal 175 

( 1 )  BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 172 
ayat ( 1 )  huruf c merupakan pedoman bagi Peme ntah Daerah 
dalam melakukan kodefikasi akun yang me ggambarkan 
struktur APBD dan laporan keuangan secara lengk p. 

(2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan 
keuangan secara nasional yang selaras dan erkonsolidasi 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah aerah, yang 
meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan 
keuangan. 

(3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud p da ayat (2) 
diselaraskan dengan bagan akun standar Pem rintah Pusat 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedua 
Pelaporan Keuangan 

Pasal 176 

( 1 )  Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah meru akan proses. 
penyusunan dan penyajian laporan keuanga Pemerintah 
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil ko solidasi atas 
laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud p da ayat (1 )  
disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selak PA sebagai 
entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b . neraca; 
c. laporan operasional; 
d .  laporan perubahan ekuitas; dan 
e . catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud ada ayat (1 )  
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling l; bat 2 (dua) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai den an ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 177 

( 1 )  Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaim 
pada Pasal 1 76 ayat ( 1 )  disusun dan disajik 
SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pela 
disampaikan kepada Bupati dalam rangk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah 
pada ayat ( 1 ) ,  paling sedikit meliputi: 
a . laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d . laporan operasional; 
e .  laporan arus kas; 

a dimaksud 
oleh kepala 

oran untuk 
memenuhi 

na dimaksud 



f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaima 
pada ayat ( 1 )  disampaikan kepada Bupati mel 
Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ta 
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 
undangan. 

a dimaksud 
i Sekretaris 
n anggaran 
perundang- 

Pasal 178 

( 1 )  Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaim na dimaksud 
dalam Pasal 176 ayat ( 1)  dilakukan reviu oleh ap at pengawas 
internal pemerintah sesuai dengan ketentua peraturan 
perundang-undangan sebelum disampaikan k pada Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaa . 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaim a dimaksud 
pada ayat ( 1 )  disampaikan kepada Badan Pemeri sa Keuangan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggar berakhir. 

(3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum enyampaikan 
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) ulan setelah 
menerima laporan keuangan dari Pemerin ah Daerah, 
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD diajukan kepada DPRD. 

Pasal 179 

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeri sa Keuangan 
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se uai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 180 

( 1 )  Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampa an informasi 
keuangan daerah, PA menyusun dan menya ikan laporan 
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untu disampaikan 
kepada Bupati melalui PPKD sesuai deng ketentuan 
peraturan perundanig-undangan. 

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyamp an informasi 
keuangan daerah, PPKD menyusun dan meny:'jikan laporan 
keuangan bulanan dan semesteran untuk disam aikan kepada 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerint an di bidang 
keuangan sesuai dengan ketentuan peratur perundang 
undangan. 

BAB IX 
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNG AWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATA, DAN 

BELANJA DAERAH 



Pasal 181  

( 1 )  Bupati menyampaikan rancangan Perd tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada »PRD dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiks oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerj dan laporan 
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan etelah tahun 
anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  di ahas Bupati 
bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bers a. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaim na dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana di aksud pada 
ayat (3) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan upati tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APB . 

Pasal 182 

( 1 )  Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD yang telah disetujui bersama dan rancan an Peraturan 
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wa i1 Pemerintah 
Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung ejak tanggal 
persetujuan rancangan Perda tentang pertan ngjawaban· 
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum di etapkan oleh 
Bupati. 

(2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Pe da tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD d rancangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertan ungjawaban 
pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda t ntang APBD, 
Perda tentang perubahan APBD, Peraturan B pati tentang 
penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentan penjabaran 
perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti te uan laporan 
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keu gan, Bupati 
menetapkan rancangan Perda menjadi Perda d rancangan 
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Peme intah Pusat 
menyatakan basil evaluasi rancangan P da tentang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD d rancangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertan gungjawaban 
pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda t ntang APBD, 
Perda tentang perubahan APBD, Peraturan B pati tentang 
penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentan penjabaran 
perubahan APBD, dan/atau tidak menindakl juti temuan 
laporan basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keu ngan, Bupati 
bersama DPRD melakukan penyempumaan p ling lama 7 
(tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima 



Pasal 183 

diterimanya 
pelaksanaan 
san bersama 
a tentang 

enyusun dan 
ngjawaban 

( 1 )  Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan seja 
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keput 
dengan Bupati terhadap rancangan Pe 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati 
menetapkan Peraturan Bupati tentang pertan 
pelaksanaan APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimak ud pada ayat 
( 1 )  ditetapkan setelah memperoleh pengesahan ari gubemur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana di aksud pada 
ayat (2) rancangan Peraturan Bup ti tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitun sejak DPRD 
tidak mengambil keputusan bersama dengan B ati terhadap 
rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan 
APBD. 

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) ari gubemur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahk n rancangan 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada a at (3) Bupati 
menetapkan rancangan Peraturan Bupati ters but menjadi 
Peraturan Bupati. 

BABX 
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAE H 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 184 

( 1 )  Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelol pendapatan, 
belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahak agar setiap 
Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan te at waktu. 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului' atas piutang 
jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peratur perundang 
undangan. 

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan s luruhnya dan 
tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketent an peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakiba kan masalah 
perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, ke ali mengenai 
Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 185 

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak a au bersyarat 
dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan yang mengatur mengenai penghapusan pi tang negara 
dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerahy yang cara 
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentu n peraturan 
perurndang-undangan. 

Pasal 186 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutan Daerah yang 
mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dim sud dalam 

Pasal 184 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 185 diatur sesuai dengjn ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Investasi 

Pasal 187 

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi lam rangka 
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfe :t lainnya. 

Pasal 188 

Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Peme ntah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 berpetoman pada 
keten tuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman aerah 

Pasal 189 

( 1 )  Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang s suai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai den ketentuan 
peraturan perulndang-undangan. 

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang pinjaman 
Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daera . 

BAB XI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 190 

( 1 )  Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

alam rangka 
esuai dengan 



(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepad: masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  Bupati menetapkan 
kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang 
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud ada ayat (2) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijak fleksibilitas 
BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan um m terutama 
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilk . 

Pasal 19 1  

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 
190 ayat ( 1 )  meliputi: 
a. penyediaan barang dan/ataujasa layanan umum; 
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkat ekonomi 

dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau 
c .  pengelolaan wilayah/kawasan tertentu un k tujuan 

meningkatkan perekonomian masyarakat atau laya 

Pasal 192 

( 1 )  BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuang n Daerah. 

(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak di isahkan yang 
dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peratura perundang 
undangan. 

(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 

(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SA . 

Pasal 193 

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD d pembinaan 
teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bert nggungjawab 
atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan. 

Pasal 194 

( 1 )  Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan la gsung untuk 
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 )  
meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivita peningkatan 
kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. 

Pasal 195 

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuang dan Kinerja 
BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tid k terpisahkan 
dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan euangan dan 
Kinerja Pemerintah Daerah. 



Pasal 196 

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD berpedoman p da ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN D ERAH 

Pasal 197 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan leh tindakan 
melanggar hukum atau kelalaian seseorang ajib segera 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peratur perundang- 
undangan. 

Pasal 198 

( 1 )  Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahar atau pejabat 
lain yang karena perbuatannya melanggar ukum atau 
melalaikan kewajibannya, baik langsung atau ti ak langsung 
merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dima sud. 

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian Keru an Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 berlaku ecara mutatis 
mutandis terhadap penggantian kerugian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian Kerugian 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

Pasal 199 

( 1 )  Pemerintah Daerah wajib menyediakan inform si Keuangan 
Daerah dan diumumkan kepada masyarakat. 

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimak ud pada ayat 
( 1 )  paling sedikit memuat informasi penganggaras, pelaksanaan 
anggaran, dan laporan keuangan. 

(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimak ud pada ayat 
( 1 )  digunakan untuk: 
a. membantu Bupati dalam menyusun anggara Daerah dan 

laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. membantu Bupati dalam merumuskan kebija 

Daerah; 
c. membantu Bupati dalam melakukan Kinerja 

Keuangan Daerah; 
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah D erah; 
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 
f. mendukung penyelenggaraan sistem info asi Keuangan 

Daerah; dan 
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Darah.  



(4) lnformasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaks d pada ayat 
(2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib 
disampaikan kepada Menteri yang menyelengga an urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

Pasal200 

Ketentuan mengenai tata cara penyediaan inform si Keuangan 
Daerah dan konsolidasi laporan Keuangan Daera , bepedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 0 1  

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keua gan Daerah 
dilaksanakan oleh Bupati bagi SKPD. 

Pasal202 

( 1 )  Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 1  dilakukan 
dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan an pelatihan, 
serta penelitian dan pengembangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 1 dilakukan 
dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantau , bimbingan 
teknis, dan bentuk pengawasan lainnya s suai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal203 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 
201 dan Pasal 202 dilaksanakan sesuai den n ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal204 

(1 )  Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah ang ekonomis, 
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib 
menyelenggarakan sistem pengendalian · ternal atas 
pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  sesuai dengan keten an peraturan 
perundang-undangan. 



Pasal 205 

ecara optimal 
ng menjadi 
n pelayanan 

perundang- 

( 1 )  Pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna I DBH, DAU, 
dan OAK dalam APBD dilakukan dengan ca a supervisi, 
pemantauan, dan pengevaluasian. 

(2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian pen naan DBH, 
DAU, dan OAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ,  bertujuan 
untuk: 
a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan s cara optimal 

untuk membiayai Urusan Pemerintahan y ng menjadi 
kewenangan Daerah dan sesuai dengan pri ritas daerah 
termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan; 

b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan 
untuk membiayai Urusan Pemerintahan 
kewenangan Daerah terutama untuk penyedi 
publik sesuai dengan ketentuan peratur 
undangan ;dan 

c . memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan ecara optimal 
untuk membiayai Urusan Pemerintahan p da Kegiatan 
khusus yang menjadi kewenangan Daerah dan esuai dengan 
prioritas nasional pada tahun anggaran berken 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  berpedoman pada ketent an peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 206 

( 1 )  Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerin ahan berbasis 
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Penerapan sistem pemerintahan berbas · s elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dil kukan secara 
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/ tau kapasitas 
Pemerintah Daerah dengan berpedoman p da ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Ke angan Daerah 
secara terintegrasi paling sedikit meliputi: 

a . penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja 
Pemerintah Daerah; 

b . penyusunan rencana kerja SKPD; 
c .  penyusunan anggaran; 
d. pengelolaan pendapatan Daerah; 
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 
f. akuntansi dan pelaporan; dan ' 

I  

g . pengadaan barang dan jasa. 



BABXV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 207 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peratur Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tent g Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana t ah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daer Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuan an Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 014 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Ti rur Nomor 
16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 208 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diund gkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pe 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal 
Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

Ditetapkan di Manggar 
pada tanggal 18 Maret 2 0: 2  

BUPATI BELITUNG T I M U ; ,  

ttd 

BURHANUDIN 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 18 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

ttd 

IKHWAN FAHROZI 

·1 
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Salinan ses · ngan aslinya 
KEPALA HUKUM, 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG . TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3 .18/2022 ) I  


